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ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SITANJAKMAS DALAM PENILAIAN KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

	NAMA
	:
	SYLVIA ANANDA

	NIM
	:
	2110090811040



Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS (Sistem Pendataan Jaringan Kesejahteraan Masyarakat) oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Latar belakang masalah menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia, termasuk Kota Dumai, masih menjadi perhatian pemerintah, dengan tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran akibat data tidak valid, kesenjangan perkotaan-pedesaan, dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Aplikasi SITANJAKMAS diluncurkan sebagai inovasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses verifikasi kelayakan penerima bantuan, menggantikan sistem manual yang rentan kesalahan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Aplikasi SITANJAKMAS dan dampak penggunaannya dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan data aplikasi itu sendiri. Informan penelitian mencakup Kepala Dinas, Kepala Bidang, operator aplikasi, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan keluarga penerima manfaat. Efektivitas diukur berdasarkan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi SITANJAKMAS telah membawa kemajuan signifikan dalam mempercepat proses pendataan dan verifikasi, meningkatkan akurasi data, dan mendukung transparansi penyaluran bantuan. Fitur-fitur seperti input data digital, foto kondisi rumah, dan titik koordinat mempermudah validasi. Namun, efektivitas aplikasi belum optimal karena masih menghadapi kendala seperti pemahaman PSM yang bervariasi akibat pelatihan yang terbatas, ketiadaan fitur deteksi data ganda otomatis, dan belum tersedianya menu cetak data pada akun supervisor. Keterlambatan data dari kelurahan dan masalah jaringan internet di beberapa wilayah juga menjadi hambatan. Secara keseluruhan, meskipun Aplikasi SITANJAKMAS telah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola bantuan sosial dan mempercepat proses, masih diperlukan penguatan signifikan pada aspek ketepatan sasaran, peningkatan kualitas dan frekuensi pelatihan berkelanjutan, evaluasi rutin, serta pengembangan fitur-fitur krusial untuk mencapai efektivitas yang lebih merata dan optimal. 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi dan perkembangan zaman yang pesat seperti sekarang, masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian besar pemerintah karena berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Walaupun angka kemiskinan di Indonesia terus menurun dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan tetap terlihat, terutama antara kota dan desa. Ada banyak faktor yang memengaruhi, seperti ketimpangan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta kurangnya infrastruktur di daerah terpencil. Selain itu, bencana alam, pandemi, maupun perubahan ekonomi global juga bisa membuat angka kemiskinan meningkat.
[bookmark: _Hlk182593856]Jika melihat pada tingkat daerah, Kota Dumai yang berada di Provinsi Riau memiliki kondisi yang cukup menarik. Dumai dikenal sebagai kota pelabuhan dan industri, terutama dalam sektor perdagangan, minyak, gas, serta hasil perkebunan kelapa sawit. Potensi ini seharusnya bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Masih banyak warga yang berada dalam kondisi rentan dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Data menunjukkan bahwa cukup banyak keluarga di Dumai yang masuk ke dalam kategori miskin maupun rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun potensi ekonomi Dumai cukup besar, pemerataan kesejahteraan belum tercapai sepenuhnya. Beberapa penyebabnya antara lain terbatasnya lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan, serta belum meratanya infrastruktur di setiap wilayah kecamatan.
Oleh karena itu, masalah kemiskinan tidak hanya menjadi tantangan nasional, tetapi juga menjadi fokus penting bagi pemerintah daerah, termasuk di Kota Dumai. Tantangan yang dihadapi pemerintah bukan hanya pada bagaimana memberikan bantuan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran. Salah satu persoalan paling rumit adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Gambaran mengenai jumlah penduduk dikota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

	No.
	Kecamatan 
	Jumlah (jiwa)

	1.
	Bukit Kapur 
	54.734 

	2.
	Dumai Barat
	46.198 

	3.
	Dumai Kota
	40.708 

	4.
	Dumai Selatan
	54.276 

	5.
	Dumai Timur
	72.106 

	6.
	Medang Kampai
	18.512

	7.
	Sungai sembilan
	45.298 

	Total
	331.832 


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2022

	Berdasarkan Tabel I.1 diatas, data jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2022 tercatat bahwa total penduduk tersebar di tujuh kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Dumai Timur dengan 72.106 jiwa, yang menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi pusat konsentrasi penduduk di Kota Dumai. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Medang Kampai yaitu sebanyak 18.512 jiwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.
	Kecamatan Bukit Kapur memiliki jumlah penduduk sebanyak 54.734 jiwa, tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Dumai Selatan yang berjumlah 54.276 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki distribusi penduduk yang relatif seimbang. Selanjutnya, Kecamatan Dumai Barat tercatat memiliki penduduk sebanyak 46.198 jiwa, jumlah ini sedikit lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Sungai Sembilan yang memiliki 45.298 jiwa. Sedangkan Dumai Kota, yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, memiliki jumlah penduduk 40.708 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Dumai Kota berperan penting sebagai pusat administrasi, jumlah penduduknya tidak sebanyak kecamatan lain seperti Dumai Timur, Bukit Kapur, maupun Dumai Selatan. Dari gambaran jumlah penduduk tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang memerlukan perhatian pemerintah, terutama terkait dengan kesejahteraan sosial yang tercermin melalui data DTKS dan penerima bantuan sosial sebagai berikut:




Tabel I.2
Jumlah DTKS dan Penerima Bantuan Sosial Tahun 2022

	No.
	Kategori
	Jumlah KK
	Keterangan

	1.
	DTKS
	45.191
	Keluarga yang masuk DTKS

	2.
	PKH
	7.152
	Terdaftar DTKS yang telah menerima bantuan PKH

	3.
	BPNT
	12.282
	Terdaftar DTKS yang telah menerima bantuan BPNT

	4.
	Belum Menerima Bantuan
	25.757
	Terdaftar DTKS yang belum menerima bantuan


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	
	Berdasarkan Tabel I.2 diatas, terdapat rincian jumlah KK yang telah terdaftar DTKS sebanyak 45.191 KK, menerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan 12.282 KK telah menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Meskipun telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih terdapat 25.757 KK yang belum menerima bantuan sosial dari program pemerintah pusat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Dumai memiliki sebuah program yaitu Khidmat sosial, melalui program ini Pemerintah Kota Dumai berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kota Dumai dengan mengambil inisiatif mengcover sisa masyarakat yang belum menerima bantuan, dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pak Juliadi selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari rabu tanggal 15 Januari 2025. Beliau menyatakan bahwa:
 ”Masyarakat yang belum menerima bantuan akan dicover oleh anggaran Pemerintah Kota Dumai dan anggaran Pemerintah Provinsi Riau, adapun data penerima bantuan yang didanai dari anggaran Pemerintah Kota Dumai bersumber dari musyawarah kelurahan (MUSKEL) yang diajukan oleh pihak kelurahan berdasarkan hasil verifikasi Rukun Tetangga (RT) sedangkan data penerima bantuan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Riau merupakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstream (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang terdaftar pada Desil 1 dan 2, kemudian di lakukan Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) dengan pihak Rukun Tetangga (RT) serta lembaga masyarakat lainnya”.

Adapun  jenis bantuan tersebut dapat penulis sajikan pada gambar di bawah ini:
Tabel I.3
Jenis Bantuan program sosial berkhidmat Tahun 2024

	No
	Jenis Bantuan
	Sumber Anggaran
	Jumlah Penerima
	Jumlah Bantuan

	1
	Masyarakat Miskin 
	Pemerintah Kota Dumai
	2710
	Rp. 300.000/Bulan

	2
	Disabilitas dan Lansia
	Pemerintah Kots Dumai
	2060
	Rp. 300.000/Bulan

	3
	P3KE Bankeu
	Pemerintah Provinsi Riau
	1003
	Rp. 300.000/Bulan


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	Berdasarkan tabel I.3 di atas, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi penerima manfaat serta meningkatkan taraf hidup mereka. Bantuan terbesar dialokasikan untuk masyarakat miskin, dengan total anggaran Rp 300.000/Bulan yang disalurkan kepada 2.710 penerima. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam membantu kelompok yang paling rentan terhadap permasalahan ekonomi. Sementara itu, bantuan untuk disabilitas dan lansia mendapatkan alokasi Rp 300.000/Bulan bagi 2.060 penerima, yang menunjukkan perhatian khusus terhadap kelompok yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Selain itu, bantuan P3KE Bankeu dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 300.000/Bulan diberikan kepada 1.003 penerima sebagai bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Dumai.
	Dengan total 5.773 penerima program bantuan ini tidak hanya menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah, tetapi juga mencerminkan strategi pembangunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata ini juga mengindikasikan pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pak Juliadi selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2025, beliau mengatakan bahwa:
 ”Masih banyaknya aduan dari masyarakat terkait akurasi data penerima bantuan sosial yang seringkali ditemukan data tidak valid, orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan justru masuk ke dalam daftar penerima dan sebaliknya, masyarakat yang benar-benar miskin malah tidak terdata, beliau juga mengatakan kurangnya pemahaman petugas lapangan terkait proses verifikasi dilapangan juga dapat memperlambat proses verifikasi dan penilaian kelayakan, meningkatkan resiko data ganda sehingga berpotensi menyalurkan bantuan ke penerima yang tidak memenuhi syarat”.

	Masalah ini menjadi sangat penting karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat miskin yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam peraturan tersebut, salah satu poin penting adalah keharusan melakukan pendataan secara akurat untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. 
	Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu memastikan program yang tepat untuk memperbaiki sistem penilaian kelayakan penerima bantuan agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan salah satunya menggunakan teknologi pendukung yang memadai karena digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Program digitalisasi dalam pelayanan publik didorong oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelayanan publik diharapkan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.   
	Sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memperbaiki sistem penilaian kelayakan penerima bantuan, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mengembangkan Aplikasi SITANJAKMAS (Sistem Pendataan Jaringan Kesejahteraan Masyarakat) yang diluncurkan pada Tanggal 28 Desember 2022 yang fungsi awalnya melakukan pendataan masyarakat miskin kemudian di Tahun 2024 berubah fungsi menjadi aplikasi penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. Dasar hukum pembentukan Aplikasi SITANJAKMAS berlandaskan Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 401/911/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Updating Data Keluarga Miskin Berbasis Elektronik di Kota Dumai Tahun 2022. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data masyarakat miskin di Kota Dumai dapat diperbarui secara akurat dan berbasis digital sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Adapun alur SOP penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Aplikasi SITANJAKMAS dapat penulis sajikan dalam bentuk gambar berikut ini:


Tabel I.4
Alur Sop penilaian kelayakan penerima bantuan pada Aplikasi SITANJAKMAS

	No
	Kegiatan
	Pelaksana

	
	
	PSM
	Kelurahan
	Operator
	Supervisor

	1.
	Kelurahan mengusulkan data dengan pembuktian berita acara muskel.
	
	
	
	

	2.
	Petugas Operator melakukan penginputan data usulan kelurahan ke aplikasi SITANJAKMAS. 
	
	
	
	

	3.
	PSM menerima data usulan yang dikonversi kebentuk Android Mobile.
	
	
	
	

	4.
	PSM melakukan verifikasi lapangan dengan penyesuian indikator kelayakan.
	
	
	
	

	5.
	Proses sanggah hasil verifikasi dengan mengirimkan surat ke operator Dinas Sosial. 
	
	
	

	

	6.
	Petugas Operator memantau dan menerima hasil verifikasi PSM dan Sanggah Kelurahan.
	
	
	
	

	7.
	Petugas melakukan tabulasi data kelayakan, merubah kesalahan dan penghapusan, serta memvalidasi data kelayakan.
	
	
	
	

	8.
	Petugas Supervisi mengunduh hasil verval dan memformat ke dalam bentuk SK.
	
	
	
	


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	Berdasarkan tabel I.4 diatas, terdapat alur SOP Aplikasi SITANJAKMAS. SOP Aplikasi SITANJAKMAS memiliki peran penting dalam memastikan proses pendataan kesejahteraan keluarga berlangsung secara sistematis, akurat, dan transparan. Dengan adanya SOP, setiap tahapan pendataan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga standar kerja petugas dapat terjaga dan kesalahan dalam input data dapat diminimalkan. Selain itu, SOP juga memastikan bahwa hanya masyarakat yang memenuhi kriteria yang masuk dalam daftar penerima bantuan, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. 
	Aplikasi SITANJAKMAS memiliki fitur khusus untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial berdasarkan kategori-kategori tertentu. Pengguna Aplikasi SITANJAKMAS terdiri dari, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Operator dan Supervisor. Adapun tampilan Aplikasi SITANJAKMAS dapat penulis sajikan pada gambar di bawah ini:









Gambar I.1
Tampilan Login Aplikasi SITANJAKMAS

[image: C:\Users\OS\Pictures\Screenshots\Screenshot (10).png]
Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	Pada gambar I.1 di atas, menampilkan halaman login Aplikasi SITANJAKMAS (Sistem Pendataan Jaringan Kesejahteraan Masyarakat), yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Dumai untuk mendata kesejahteraan masyarakat dan menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Pada tampilan ini, terdapat beberapa elemen utama, seperti logo Pemerintah Kota Dumai dan logo SITANJAKMAS, yang menampilkan gambar tanjak sebuah penutup kepala khas Melayu. Tanjak dalam logo ini mencerminkan identitas budaya Melayu yang kental di Kota Dumai, sekaligus menunjukkan bahwa sistem ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
	Selain itu, tampilan login ini juga dilengkapi dengan formulir yang berisi kolom email dan password, serta fitur Captcha sebagai langkah keamanan tambahan untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem bukan bot. Setelah mengisi data dengan benar, pengguna dapat menekan tombol Sign In untuk masuk ke dalam sistem. Di bagian bawah halaman, terdapat keterangan hak cipta yang menyatakan bahwa aplikasi ini dibangun dan dikembangkan bersama oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Duami dan Dinas Komunikasi  Informasi Statistik dan Persandian Kota Dumai. 
	Dalam proses verifikasi di lapangan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang akan menilai kondisi keluarga yang didata. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) direkrut berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Dumai Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat, adapun  syarat menjadi PSM adalah sebagai berikut:
a. Warga negara indonesia.
b. Memiliki kemauan, kepedulian dan komitmen sebagai relawan sosial.
c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk diwilayah kelurahan sesuai dengan domisili.
d. Usia paling rendah 18 (Delapan belas tahun), paling tinggi 35 (Tiga puluh lima tahun).
e. Pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
f. Dapat menggunakan internet dan perangkat internet.
g. Berkelakuan baik.
h. Bersedia mengikuti bimbingan teknis dasar dibidang kesejahteraan sosial.
PSM memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial.
b. Membantu mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan tingkat kelurahan.
c. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial
d. Mendampingi program kesejahteraa sosial di tingkat kelurahan.
e. Berperan aktif dalam program nasional.
f. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
g. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan.
h. Mensinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lain di tingkat kelurahan.
	Berdasarkan tugas PSM pada poin (g) yaitu melakukan pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan, maka PSM ditunjuk melakukan penilaian kelayakan pada Aplikasi SITANJAKMAS. Adapun penilaian yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 140/599/2024 tentang Indikator Lokal Kemiskinan Di Kota Dumai Tahun 2024. Indikator tersebut mencakup berbagai aspek yang menjadi penentu status kemiskinan sebanyak 21 indikator penilaian ditambah dengan 2 poin penting yaitu keterangan menerima bantuan dan keterangan kriteria penerima yang tidak layak menurut KEPMENSOS No 73 HUK 2024. Adapun 21 indikator kemiskinan lokal dan 2 poin penting itu dapat penulis sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.5
Indikator Kemiskinan Lokal

	Indikator Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan Keluarga Miskin

	No
	Objek Penilaian
	Nilai

	I.
	Sarana dan Prasarana 
	

	
	1
	Kepemilikan Tempat Tinggal
	

	
	
	a
	Rumah Milik Sendiri
	4

	
	
	b
	Rmah Warisan
	3

	
	
	c
	Rumah Sewa
	2

	
	
	d
	Menumpang
	1

	
	2
	Kepemilikan Tanah
	

	
	
	a
	SHM
	4

	
	
	b
	Hibah
	3

	
	
	c
	Sewa
	2

	
	
	d
	Menumpang
	1

	
	3
	Jika Rumah/Tanah sewa
	

	
	
	a
	Lebih Dari  Rp. 500.000,-  /Bulan
	4

	
	
	b
	Rp. 300.000,- S/D Rp. 500.000,- /Bulan
	3

	
	
	c
	Rp. 150.000,- S/D Rp. 299.000,- /Bulan
	2

	
	
	d
	Kurang Dari Rp. 150.000,- /Bulan
	1

	
	4
	Dinding Rumah
	

	
	
	a
	Beton
	4

	
	
	b
	Beton Lama Tanpa Cat/Tidak Diperbaharui
	3

	
	
	c
	Papan (Bukan Istimewa)
	2

	
	
	d
	Triplek/Grc/Seng/Gedek
	1

	
	5
	Lantai Rumah
	

	
	
	a
	Keramik
	4

	
	
	b
	Semen
	3

	
	
	c
	Papan/Panggung (Bukan Istemewa)
	2

	
	
	d
	Tanah
	1

	
	6
	Penerangan
	

	
	
	a
	Listrik > 900 Amp
	4

	
	
	b
	Listrik < 900 Amp
	3

	
	
	c
	Menumpang Tetangga
	2

	
	
	d
	Lampu Minyak
	1

	
	7
	Luas Rumah
	

	
	
	a
	Lebih Dari 8 M² Per Orang
	7

	
	
	b
	Kurang Dari 8 M² Per Orang
	3

	
	8
	Sumber Air Minum
	

	
	
	a
	Air Galon
	4

	
	
	b
	Air PDAM
	3

	
	
	c
	Air Sumur
	2

	
	
	d
	Air Hujan
	1

	
	9
	Fasilitas Jamban
	

	
	
	a
	Septik Tank
	4

	
	
	b
	Cemplung
	3

	
	
	c
	Sungai
	2

	
	
	d
	Menumpang
	1

	II
	Penghasilan
	

	
	10
	Jenis Pekerjaan
	

	
	
	a
	Wiraswasta
	4

	
	
	b
	Karyawan
	3

	
	
	c
	Buruh Harian Lepas/Pekerja Tani/Nelayan
	2

	
	
	d
	Belum Berkerja
	1

	
	11
	Jumlah Penghasilan Dalam 1 Bulan
	

	
	
	a
	Lebih Dari 3 Jt/Bulan
	4

	
	
	b
	2 - 3 Jt/Bulan
	3

	
	
	c
	1,2 - 2 Jt/Bulan
	2

	
	
	d
	Kurang Dari 1,2 Jt/Bulan
	1

	
	12
	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
	

	
	
	a
	1 Orang
	4

	
	
	b
	2 Orang
	3

	
	
	c
	3 Orang
	2

	
	
	d
	4 Orang atau lebih
	1

	III
	Pendidikan
	

	
	13
	Tamatan Kepala Keluarga
	

	
	
	a
	Tamat Sarjana DIII/S1
	4

	
	
	b
	Tamat Sma
	3

	
	
	c
	Tamat Sd/Smp
	2

	
	
	d
	Tidak Sekolah
	1

	
	14
	KEMAMPUAN MENYEKOLAHKAN ANAK
	

	
	
	a
	Kulah
	4

	
	
	b
	Sma
	3

	
	
	c
	Smp
	2

	
	
	d
	SD/tidak sekolah
	1

	IV
	Kesehatan
	

	
	15
	Jaminan Kesehatan yang dimiliki
	

	
	
	a
	BPJS Mandiri
	4

	
	
	b
	BPJS APBD/APBN
	3

	
	
	c
	UHC
	2

	
	
	d
	Belum memiliki jaminan kesehatan
	1

	
	16
	Memiliki Anggota Keluarga
	

	
	
	a
	Usia Produktif Dan Sehat
	4

	
	
	b
	Tidak Memiliki Penyandang Disabilitas/Lansia/Penyakit Kronis/Balita/Ibu Hamil
	3

	
	
	c
	Memiliki Penyandang Disabilitas/Lansia/Penyakit Kronis/Balita/Ibu Hamil 1 Orang
	2

	
	
	d
	Memiliki Penyandang Disabilitas/Lansia/Penyakit Kronis/Balita/Ibu Hamil Lebih Dari  1 Orang
	1

	V
	Usaha Mikro Kecil Menengah
	

	
	17
	Keuntungan Usaha Yang Dimiliki
	

	
	
	a
	Keuntungan Lebih Dari 3 Jt/Bulan
	4

	
	
	b
	Keuntungan 2 - 3 Jt/Bulan
	3

	
	
	c
	Keuntungan 1,2 - 2 Jt/Bulan
	2

	
	
	d
	Keuntungan Dibawah 1,2 Jt /Bulan
	1

	
	
	e
	Tidak Memiliki Usaha
	0

	VI
	Kriteria Penunjang
	

	
	18
	Kepemilikan Barang Bergerak
	

	
	
	a
	Lebih Dari 2 Unit
	4

	
	
	b
	2 Unit
	3

	
	
	c
	1 Unit
	2

	
	
	d
	Tidak Memiliki / Sepeda Kayuh
	1

	
	19
	Pembelian Kredit Barang Bergerak
	

	
	
	a
	Memiliki Kredit Barang Bergerak Lebih Dari 1 Unit
	7

	
	
	b
	Memiliki Kredit Barang Bergerak  1 Unit
	2

	
	
	c
	Tidak Memiliki Kredit Barang Bergerak
	1

	
	20
	Pembelian Kredit Barang Tidak Bergerak (Sofa, Tv Led, Kulkas, Ac, Hp)
	

	
	
	a
	Lebih Dari 2 Unit
	4

	
	
	b
	2 Unit
	3

	
	
	c
	1 Unit
	2

	
	
	d
	Tidak Memiliki Kredit Barang Tidak Bergerak
	1

	
	21
	Kesaksian Tetangga
	

	
	
	a
	Hanya Rt Yang Menyatakan Miskin
	4

	
	
	b
	Hanya 1 - 2 Menyatakan Miskin
	3

	
	
	c
	Hanya 3 - 5 Menyatakan Miskin
	2

	
	
	d
	Lebih Dari 5 Menyatakan Miskin
	1

	VII
	Bantuan Sosial
	

	
	1
	Apakah penerima bantuan sosial
	

	
	
	a
	PKH
	

	
	
	b
	BPNT
	

	
	
	c
	Tidak ada
	

	VIII
	Kriteria Tidak Layak KEPMENSOS No 73 HUK 2024
	

	
	
	a
	Meninggal dunia tanpa ada ahli waris dalam 1 KK
	

	
	
	b
	ASN/TNI/POLRI/BUMN atau anggota keluarganya
	

	
	
	c
	Pensiunan ASN/TNI/POLRI/BUMN
	

	
	
	d
	Gaji diats UMP/UMK/BPJS TK
	

	
	
	e
	Penghasilan rutin dari APBN dan APBD 
	

	
	
	f
	Pendamping Sosial/Keluarganya
	

	
	
	g
	Status guru sertifikasi
	

	
	
	h
	Terdaftar AHU
	

	
	
	i
	Perangkat kelurahan
	

	
	
	j
	Pindah domisili atau alamat
	

	
	
	k
	Tidak ada pilihan 
	

	
	
	
	
	

	Kategori

	Layak
	< 55

	Tidak Layak
	> 55


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	Berdasarkan tabel I.5 diatas, menjelaskan hasil penilaian kelayakan penerima bantuan sosial berdasarkan sistem skoring yang digunakan untuk menentukan status kelayakan penerima bantuan sosial. Penilaian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu layak apabila skor yang diperoleh kurang dari 55, dan tidak layak apabila skor yang diperoleh sama dengan atau lebih dari 55. Dengan demikian, semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan rumah tangga tersebut sehingga dinyatakan layak menerima bantuan, sedangkan skor yang tinggi menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang berlaku.
	Meskipun demikian, terdapat ketentuan tambahan yang menjadi poin penting dalam penetapan status akhir. Pertama, jika rumah tangga sudah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka keberadaannya di dalam program tersebut ikut menjadi pertimbangan. Kedua, apabila rumah tangga dinyatakan termasuk penerima tidak layak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 73/HUK/2024, maka walaupun skor yang diperoleh kurang dari 55, statusnya secara otomatis akan tetap dikategorikan tidak layak. Dengan kata lain, regulasi nasional tetap menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan penerima bantuan sosial, sehingga hasil skoring indikator kemiskinan lokal tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan ketentuan tersebut. Adapun tampilan menu dashboard pada akun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dapat penulis tampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar I.2
Tampilan Dashboard Akun PSM

[image: C:\Users\OS\Pictures\Screenshots\AKUN PSM (2)_LI.jpg]
Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	Berdasarkan gambar I.2 diatas, terdapat akun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Aplikasi SITANJAKMAS, terdapat beberapa menu utama yang berfungsi untuk mendukung proses pendataan kesejahteraan keluarga secara lebih efektif dan akurat. Menu Dashboard menampilkan ringkasan data yang telah diverifikasi maupun yang belum diverifikasi. Selain itu, dashboard juga menyajikan jumlah warga yang dinyatakan layak dan tidak layak menerima bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi. 
	Menu Jenis Data berisi daftar data masyarakat yang harus diverifikasi. Jika suatu data belum diverifikasi, maka akan ditandai dengan warna merah sebagai indikator bahwa data tersebut masih memerlukan peninjauan lebih lanjut. Fitur ini membantu PSM dalam mengidentifikasi data yang masih perlu diproses, sehingga mempercepat tahapan verifikasi. Pada fitur ini lah PSM bisa menilai kelayakan berdasarkan indikator lokal kemiskinan serta dilengkapi dengan fitur upload foto rumah tampak depan, samping dan  dalam dan titik koordinat. 
	Menu Penilaian Ulang digunakan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap data yang telah diverifikasi sebelumnya. Data yang terdapat dalam menu ini berasal dari akun Supervisor, yang mengirimkan data kembali apabila ditemukan kesalahan dalam penilaian. PSM juga diharapkan dapat menggunakan Aplikasi SITANJAKMAS secara tepat waktu untuk memastikan keakuratan dan ketepatan pendataan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat PSM yang belum menjalankan proses ini secara tepat waktu. Adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar I.3
Ketidaktepatan waku PSM menilai kelayakan penerima bantuan sosial
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Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	 Berdasarkan gambar I.3 diatas, ada pesan siaran yang ditujukan kepada seluruh PSM yang mengharuskan penilaian kelayakan selesai pada tanggal 25 November 2024, namun pada saat peneliti melihat fitur Aplikasi SITANJAKMAS pada tanggal 15 Januari 2025 masih ada PSM yang belum menyelesaikan penilaian kelayakan pada Aplikasi SITANJAKMAS, Ketidaktepatan waktu PSM dalam memperbarui data di Aplikasi SITANJAKMAS dapat menghambat keakuratan pendataan masyarakat miskin di Kota Dumai. Jika data diperbarui terlambat, informasi yang tersedia bisa menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga ini akan menjadi masalah dan beresiko terhadap ketepatan pemberian bantuan. 
	     Selain itu, keterlambatan ini juga bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang tepat, menyebabkan penyaluran bantuan terhambat, serta menambah beban kerja PSM dan petugas yang mengelola aplikasi. Jika masalah ini terus terjadi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem, sehingga Aplikasi SITANJAKMAS menjadi kurang efektif dalam membantu penyaluran bantuan sosial. Pengguna Aplikasi SITANJAKMAS yang juga memiliki peran penting selanjutnya ialah operator. Operator merupakan TKPK (Tenaga Kerja dengan Peranjian Kerja) dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai yang telah dibuat. Operator memiliki tugas menginput seluruh data calon penerima bantuan sosial kedalam Aplikasi SITANJAKMAS. Tugas ini meliputi verifikasi dan validasi data agar tidak ada data yang tidak valid. Selain itu, operator juga memonitor jumlah data yang layak dan tidak layak menerima bantuan sosial. Adapun tampilan menu dashboard pada akun Operator dapat penulis tampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar I.4
Tampilan Dashboard Akun Operator
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Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025	
	Berdasarakan gambar I.4 di atas, akun operator memiliki beberapa menu utama. Menu Dashboard menampilkan jumlah data penerima bantuan yang sudah diverifikasi, baik yang layak maupun tidak layak. Menu Layak berisi data penerima bantuan yang dinyatakan layak oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sedangkan Menu Tidak Layak berisi data penerima yang dinyatakan tidak layak. Selain itu, ada Menu Penerima Baru, yang digunakan untuk memasukkan data calon penerima bantuan sosial yang baru. 
	Operator Aplikasi SITANJAKMAS memiliki tugas untuk memantau hasil verifikasi penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Selain itu, operator juga bertanggung jawab memasukkan data hasil musyawarah kelurahan (MUSKEL) ke dalam Aplikasi SITANJAKMAS. Namun kenyataanya pada saat penulis melihat fitur Aplikasi SITANJAKMAS pada tanggal 15 Januari 2025 masih ada ditemukan data yang tidak lengkap, hal ini menunjukkan bahwa pada saat penginputan masih ada data yang kosong atau tanpa keterangan salah satunya yaitu keterangan RT. Adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar I.5
Masih adanya data Tidak lengkap
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Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025	
	Berdasarkan gambar I.5 diatas, masih ada data yang kosong atau tidak lengkap sehingga menyebabkan data tidak valid. Data yang tidak valid atau tidak lengkap dalam Aplikasi SITANJAKMAS juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial, di mana masyarakat yang merasa dirugikan akibat kesalahan data dapat mengalami ketidakpuasan dan protes terhadap pemerintah. Selain itu, kinerja Aplikasi SITANJAKMAS juga bisa terganggu, terutama jika banyak data yang tidak lengkap. Ini dapat menyebabkan lambat proses pencarian dan pengolahan data. Selain operator, supervisor juga menjadi peran yang penting dalam penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS. Supervisor berperan sebagai pengawas dan pengendali penilaian kelayakan yang dilakukan oleh PSM dan operator. Supervisor bertanggung jawab memastikan bahwa data yang diinput ke dalam sistem akurat, valid, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun tampilan menu dashboard pada akun Supervisor dapat penulis tampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar I.6
Tampilan Dashboard Akun Supervisor
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Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025	
	Berdasarkan gambar I.6 di atas, terdapat dashboard akun supervisor dalam Aplikasi SITANJAKMAS, terdapat beberapa menu utama yang memudahkan dalam pengawasan dan pengelolaan data. Dashboard menampilkan jumlah data masyarakat yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan jenis bantuan yang diterima, serta dikelompokkan per kelurahan. Menu layak berisi data hasil verifikasi yang layak, sedangkan data tidak layak merupakan data yang hasil verifkasi yang tidak memenuhi syarat, di dalam data masyarakat yang telah diverifikasi terdapat tombol penilaian ulang untuk menilai ulang kelayakan penerima bantuan sosial apabila terjadi kesalahan penilaian. Menu Master berisi kategori masyarakat miskin beserta indikator lokal kemiskinan yang digunakan dalam proses pendataan. Menu Pengguna memuat daftar akun supervisi operator PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), di mana supervisor dapat mengganti pemilik akun serta memperbarui kata sandinya jika diperlukan. Selain itu, terdapat Menu Pesan Siaran yang memungkinkan supervisor untuk mengirimkan pesan siaran kepada akun PSM guna menyampaikan informasi atau instruksi penting terkait pendataan dan bantuan sosial. 
	Namun pada saat penulis melihat fitur Aplikasi SITANJAKMAS pada akun suvervisor pada tanggal 15 Janauai 2025, belum tersedia menu cetak data yang dapat menjadi kendala dalam mendokumentasikan atau menyajikan laporan dalam bentuk fisik. Tanpa fitur ini, supervisor harus melakukan pencatatan manual atau mengambil tangkapan layar, yang tidak efisien dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam pelaporan. Ketidakhadiran menu cetak data juga dapat menyulitkan proses audit dan koordinasi dengan pihak lain yang membutuhkan dokumen resmi, seperti pemerintah daerah atau lembaga sosial. Selaian itu tidak adanya menu cetak juga menjadi masalah karena tidak sesuai dengan SOP yang telah di buat dimana pada akun supervisor seharusnya ada menu cetak data hasil verifikasi. Akibatnya, efektivitas Aplikasi SITANJAKMAS dapat berkurang karena kurangnya fleksibilitas dalam menyajikan data. Adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan pada gambar dibawah ini:


Gambar I.7
Tidak tersedia menu cetak data
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Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025

	   Pada gambar I.7 diatas, tidak tersedia nya menu cetak data pada akun suvervisor yang dapat mengurangi efektivitas Aplikasi SITANJAKMAS. Efektivitas ini krusial karena hasil penilaian kelayakan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Dari permasalahan tersebut, penting untuk memastikan Aplikasi SITANJAKMAS mampu digunakan secara optimal, meminimalkan kesalahan, dan mendukung program bantuan sosial yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SITANJAKMAS DALAM PENILAIAN KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI”.

B. Perumusan Masalah 
[bookmark: _Hlk182593961]	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mempunyai peran penting terhadap penilaian kelayakan penerima bantuan, untuk meningkatkan ketepatan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial di Kota Dumai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai meluncurkan inovasi baru berupa Aplikasi SITANJAKMAS untuk penilaian kelayakan penerima bantuan. Berdasarkan latar belakang diatas mengenai penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan masih ditemukan beberapa gejala permasalahan seperti:
1. Ketidaktepatan waktu PSM dalam memverifikasi data.
2. Masih ditemukan data yang tidak lengkap atau tidak valid.
3. Belum tersedianya menu cetak data pada akun suvervisor
Dari beberapa gejala diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ?.
2. Apa dampak penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ?.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui seberapa efektif Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
b. Untuk mengetahui dampak penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai bahan evaluasi dan masukkan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS.
b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial.






BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Efektivitas
	Efektivitas merupakan konsep yang sering digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau sistem mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Menurut Rosalina (Mardiyah, 2021) istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris effective, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas mencakup ketepatan penggunaan hasil guna atau kemampuan untuk mendukung tercapainya tujuan. Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas juga diartikan sebagai keberhasilan dalam memenuhi tujuan yang diinginkan, baik sesuai harapan maupun meleset dari harapan yang telah ditetapkan.
	Efektivitas penting untuk menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau target yang telah dirumuskan sebelumnya, baik dalam konteks organisasi, aktivitas, maupun program tertentu. Dalam setiap upaya yang dilakukan, efektivitas menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan harapan awal. Sebuah kegiatan dikatakan efektif apabila hasil akhirnya mampu memenuhi atau bahkan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang tepat tanpa mengabaikan proses dan kualitas pelaksanaan. Pentingnya efektivitas menjadikan setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan harus diarahkan secara sistematis. Tanpa efektivitas, upaya yang dilakukan bisa saja tidak memberi hasil yang signifikan (Mokoginta, 2021). Tanpa efektivitas, upaya yang dilakukan bisa saja tidak memberi hasil yang signifikan (Mokoginta, 2021). Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan, yang berkaitan dengan ketepatan dan kemampuan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugas sesuai standar, waktu, serta hasil yang telah ditetapkan, sehingga mendukung tercapainya target organisasi secara menyeluruh (Faradiba, 2021). Sedangkan (Lestari, 2023) mengatakan efektivitas merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mampu menghasilkan pencapaian tujuan yang diharapkan, baik dalam bentuk hasil kerja, pencapaian target, maupun kontribusi terhadap keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan tertentu.	
	Efektivitas juga merupakan suatu konsep yang menggambarkan sejauh mana seseorang, kelompok, organisasi, atau sistem mampu menentukan dan memilih sasaran yang tepat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau bahkan melebihi harapan, serta dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan (Wulandari, 2019). 
	Efektivitas merupakan elemen utama yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program, karena keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada sejauh mana efektivitas dalam proses tersebut (Martauli S, 2022).	
	Efektivitas penting dalam mencapai tujuan yang telah dirancang dalam berbagai program, organisasi, maupun sistem. Suatu kegiatan atau program dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan sesuai rencana. Dalam konteks organisasi, efektivitas mencerminkan kemampuan untuk mengelola sumber daya secara optimal, sehingga setiap langkah yang diambil memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target. Efektivitas dengan demikian menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan suatu sistem atau program, termasuk dalam memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan dampak maksimal terhadap sasaran yang ingin dicapai.
	Dalam penelitian ini, efektivitas penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan penerima bantuan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjadi fokus utama.  Untuk itu perlu pengukuran yang tepat untuk mengukur efektivitas penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial di Kota Dumai. Ada beberapa indikator pengukuran efektivitas, Menurut Sutrisno (Amrizal et al., 2018) yang menjelaskan bahwa ada indikator yang digunakan untuk menganalisis efektivitas, sebagai berikut :
1. Pemahaman program. 
2. Tepat sasaran. 
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan. 
5. Perubahan nyata.	
Menurut Campbell (Mamonto, 2022) untuk mengukur efektivitas terdapat 5 indikator, sebagai berikut: 
1. Keberhasilan Program 
2. Keberhasilan Sasaran 
3. Kepuasan Terhadap Program 
4. Tingkat Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Menurut Richard M. Steers (Ayu, 2021) menggungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :
1. Pencapaian tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi 
Menurut James L. Gibson  (Hasanah & Setiawati, 2022) indikator efektivitas dapat diukur : 
1. Produktivitas, yaitu keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja (program/kegiatan) yang direncanakan / ditetapkan sebelumnya. 
2. Kualitas, yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
3. Efesiensi, yaitu rasio hasil kerja dengan sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, waktu). 
4. Fleksibilitas, kemampuan respons organisasi terhadap suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada perkembangan tugas. 
5. Kepuasaan, yaitu ukuran untuk menunjukan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
6. Keunggulan, yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dengan perubahan-perubahan yang ada untuk meningkatkan mutu tugas. 
7. Pengembangan, yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
Menurut Wijaya Effendy (Hasanah & Setiawati, 2022) indikator untuk mengukur efektivitas yaitu: 
1. Pencapaian tujuan. 
2. Pengukuran.
3. Ketepatan.
2. Aplikasi SITANJAKMAS
	Pengertian Aplikasi Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). Menurut Rachmad Hakim S (Sukatmi & Fitri, 2018) aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game) dan sebagainya.
	Menurut Moh. Fauzi (Novria Rahma et al., 2022) Aplikasi adalah bagian perangkat lunak komputer yang dibuat dengan program komputer untuk digunakan melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Menurut Roni Habibi dan Riki Karnovi (Novria Rahma et al., 2022), Aplikasi adalah sebuah program siap pakai yang bisa dipakai untuk menjalankan sejumlah perintah dari pemecahan masalah yang memakai salah satu teknik pemrosesan data aplikasi pada sebuah komputerisasi atau smartphone dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut.	
	Aplikasi SITANJAKMAS adalah aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penilaian penerima bantuan, dengan harapan dapat meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya serta mengurangi potensi konflik atau ketegangan dalam proses tersebut. penelitian ini akan menilai sejauh mana Aplikasi SITANJAKMAS mampu memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan utama, yaitu memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada penerima yang benar-benar layak dengan cara yang transparan, efisien, dan sesuai dengan visi serta misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
3. Bantuan sosial
Menurut Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut, yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, yaitu sebagai berikut:
a. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 
b. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi: 
a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. 
b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
	Dari beberapa indikator pengukuran efektivitas yang telah dijabarkan diatas, penulis menggunakan teori sutrisno untuk mengukur efektivitas Aplikasi SITANJAKMAS. Adapun indikator pengukurannya sebagai berikut:
1. Pemahaman program, menilai apakah PSM memahami cara menggunakan aplikasi dengan baik, karena kurangnya pemahaman bisa menyebabkan keterlambatan verifikasi data.
2. Tepat sasaran, mengukur apakah aplikasi sudah mampu menyeleksi penerima bantuan sosial dengan benar dan akurat. Jika pemahaman PSM masih kurang, maka risiko kesalahan dalam menilai kelayakan penerima bantuan akan semakin besar.
3. Tepat waktu, Sangat relevan dengan permasalahan keterlambatan verifikasi data oleh PSM. 
4. Tercapainya tujuan, menilai apakah Aplikasi SITANJAKMAS telah efektif dalam memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial. 
5. Perubahan nyata, mengukur dampak aplikasi terhadap peningkatan kualitas data dan kemudahan dalam proses verifikasi.

B. Pemahaman Konsep
1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sitanjakmas dalam Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	Efektivitas penggunaan aplikasi Sitanjakmas diukur untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini mampu mendukung proses penilaian kelayakan penerima bantuan sosial secara optimal di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Adapun indikator pengukuran efektivitasnya adalah sebagai berikut:
a. Pemahaman Program
	Mengukur sejauh mana pegawai memahami tujuan, fungsi, dan cara kerja aplikasi Sitanjakmas dalam proses pendataan dan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. 
b. Tepat Sasaran
Menilai apakah penggunaan aplikasi ini mampu memastikan bantuan sosial diberikan kepada individu atau keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria dan layak menerima bantuan. 
c. Tepat Waktu
Mengukur efektivitas aplikasi dalam mempercepat proses pendataan, penilaian, dan penyaluran bantuan sehingga sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. 
d. Pencapaian Tujuan
Menilai sejauh mana aplikasi Sitanjakmas mampu mendukung tercapainya tujuan program bantuan sosial, yaitu pendataan yang akurat dan penyaluran bantuan yang efektif. 
e. Perubahan Nyata
	Mengukur dampak nyata dari penggunaan aplikasi ini, baik dalam peningkatan kualitas pendataan, efisiensi kerja pegawai, maupun akurasi data penerima bantuan sosial.
2. Penelitian Terdahulu
	Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan sekaligus menjadi bahan inspirasi bagi penelitian yang akan dilakukan. Kajian ini juga membantu peneliti mengetahui posisi penelitiannya serta menunjukkan keaslian dari penelitian tersebut. Pada bagian ini, peneliti menyajikan ringkasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Adapun yang menjadi 2 (Dua) penelitian terdahulu sebagai referensi dan pedoman dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:
	Penelitian pertama dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Alfia nur annisa dan Is Hadri utomo pada tahun 2022 dengan judul ” Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) di Dinas Sosial Kota Surakarta”. Metode penelitan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Masalah utama dalam penelitiannya adalah  permasalahan dalam pendataan warga miskin oleh karena itu dibuatlah Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK)untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari dari Program E-SIK sudah berjalan cukup baik, dari 5 aspek yang diteliti, 3 diantaranya sudah berjalan dengan efektif yakni aspek keberhasilan program, aspek tingkat input dan output, dan aspek pencapaian tujuan secara menyeluruh untuk 2 aspek yang lain, yakni aspek keberhasilan sasaran memang sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan sehingga belum optimal, kemudian untuk aspek kepuasan program masih belum efektif.
	Penelitian kedua dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Husri, Jelan usman dan Ansyari mone pada tahun 2021 dengan judul ” Efektivitas aplikasi program Pendataan kesejahteraan sosial next generation di kabupaten gowa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas aplikasiprogram pendataan kesejahteraan sosial next generation di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari sisi dalam ketepatan sasaran program masyarakat miskin dan anak terlantar terkait aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial sudah berjalan dan sampai sekarang, 
	Aspek sosialisasi program dinas sosial sudah melakukan sosialisasi program aplikasi pendataan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin, untuk pencapaian aplikasi program dinas sosial membuat komitmen dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan dengan bantuan dinas pemberdayaan masyarakat desa supaya proses pendataan melalui aplikasi SIKSNG berjalan di Kelurahan, Desa dan Kecamatan. Selanjutnya untuk pemantauan setelah program yang dilakukan oleh dinas sosial sudah cukup efektif dengan memantau masyarakat miskin dan anak terlantar yang sudah di data dan diberikan bantuan setelah mereka diberdayakan yang diberikan pemerintah dengan baik dan benar. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaukan penulis dapat penulis sajikan pada tabel dibawah ini:


Tabel II.1
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang
	Nama peneliti, judul, jenis, tahun
	Hasil penelitian
	Perbedaan dengan penelitian sekarang

	Alfia Nur Annisa & Is Hadri Utomo (2022) Judul: Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) di Dinas Sosial Kota Surakarta Jenis: Deskriptif Kualitatif
	Efektivitas E-SIK sudah cukup baik dari 5 aspek, 3 berjalan efektif (keberhasilan program, input-output, pencapaian tujuan). Namun, keberhasilan sasaran belum optimal, dan kepuasan program belum efektif.
	Fokus penelitian pada E-SIK di Surakarta untuk pendataan warga miskin secara umum. Sementara penelitian sekarang meneliti aplikasi Sitanjakmas khusus di Dumai, dengan fokus penilaian kelayakan penerima bantuan sosial (lebih spesifik pada ketepatan sasaran penerima bantuan, bukan sekadar efektivitas program secara umum).

	Husri, Jelan Usman & Ansyari Mone (2021) Judul: Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kabupaten Gowa Jenis: Kualitatif
	Efektivitas aplikasi SIKS-NG berjalan baik. Program dinas sosial sudah tepat sasaran dalam pendataan masyarakat miskin dan anak terlantar. Sosialisasi, pencapaian, dan pemantauan program sudah dilakukan dengan cukup efektif melalui kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan.
	Fokus penelitian pada aplikasi SIKS-NG dengan penekanan pada sosialisasi, pemantauan, dan pendataan. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada efektivitas Sitanjakmas dalam hal penilaian kelayakan penerima bantuan sosial, termasuk analisis kendala fitur aplikasi, keterlibatan operator & PSM, serta dampaknya pada ketepatan sasaran penerima bantuan di Dumai.



	Berdasarkan tabel II.1 diatas, dari kedua penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, keduanya menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfia Nur Annisa dan Is Hadri Utomo (2022) lebih berfokus pada efektivitas program E-SIK di Kota Surakarta, dengan menilai keberhasilan program dari lima aspek utama. Sementara penelitian oleh Husri, Jelan Usman, dan Ansyari Mone (2021) membahas efektivitas aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Gowa, dengan penekanan pada aspek sosialisasi, pemantauan, dan kerja sama antara Dinas Sosial dengan pemerintah desa dan kecamatan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih diarahkan pada efektivitas penggunaan aplikasi Sitanjakmas dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Fokus penelitian bukan hanya pada efektivitas program secara umum, tetapi juga pada ketepatan sasaran penerima bantuan, kendala teknis aplikasi, serta peran operator dan PSM dalam proses verifikasi data.
	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas sistem/aplikasi berbasis teknologi informasi dalam bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
C. Kerangka Berfikir
	Kerangka berfikir adalah model konseptual yang dipandang sebagai rancangan yang berfungsi menghubungkan teori dengan faktor penting yang menjadi fokus dalam penelitian. Dengan adanya model konseptual, penelitian menjadi lebih terarah dan jelas (Sugiyono,  2020). Adapun kerangka berfikir penelitian ini penulis sajikan pada gambar dibawah ini:




Gambar II.1
Kerangka Berfikir

Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sitanjakmas Dalam Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai



.
1. Bagi Dinas Sosial aplikasi ini diharapkan membantu mempercepat pendataan
2. Bagi masyarakat diharapkan mempercepat proses penyaluran bantuan dan meningkatkan rasa keadilan karena lebih tepat sasaran
1. Pemahaman program - mempermudah pendataan
2. Tepat sasaran - mempermudah verifikasi data
3. Tepat waktu - mempermudah pemantauan hasil verifikasi
4. Tercapainya tujuan - mempermudah pencetakan data akhir menjadi SK
5. Perubahan nyata - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas





   
Metode penelitian kualitatif dengan informan kepala dinas, kepala bidang linjamsos, operator, PSM dan KPM


1. Data masih tidak lengkap 
2. Tidak ada menu cetak data pada akun supervisor
3. Penarikan data bergantung pada Diskominfo 
4. Resiko keterlambatan dan kebocoran data

   


1. Aplikasi belum sepenuhnya efektif
2. Perlu penguatan fitur (E-learning, video interaktirf, One data integrasi, Mode offline sync, Pengingat otomatis, Cetak data dan laporan instan, Feed back loop, dan cek bantuan saya)
3. Perlu peningkatan pemahaman SDM operator dan PSM





Berdasarkan Gambar II.1 diatas, Penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan aplikasi Sitanjakmas (Sistem Pendataan Jarigan Kesejahteraan Masyarakat) yang dikembangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Efektivitas aplikasi Sitanjakmas dianalisis melalui teori efektivitas yang dipadukan dengan tujuan pembuatan aplikasi. Indikator pemahaman program, indikator tepat sasaran, indikator tepat waktu, indikator tercapainya tujuan; serta indikator perubahan nyata. Tujuan pembuatan aplikasi sitanjakmas yaitu, mempermudah pendataan keluarga miskin, mempermudah verifikasi data penerima bantuan, mempermudah pemantauan hasil verifikasi, mempermudah pencetakan data akhir menjadi Surat Keputusan (SK) serta meningkatan kan transparansi dan akuntabilitas.
Setelah menjelaskan teori, penelitian ini diperkuat dengan studi empiris. Dari sisi Dinas Sosial, aplikasi Sitanjakmas telah membantu mempercepat pendataan, mengurangi kesalahan manual, dan mempermudah penyusunan administrasi hingga penerbitan SK. Namun, hambatan tetap ada seperti keterbatasan fitur (misalnya belum adanya menu cetak data pada akun supervisor) serta ketergantungan terhadap Diskominfo dalam penarikan data. Dari sisi masyarakat, aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan dan meningkatkan rasa keadilan karena lebih tepat sasaran. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya keluarga miskin yang belum terdata dengan baik, serta keterbatasan pemahaman teknologi yang menghambat sebagian warga.
Untuk menguji efektivitas aplikasi tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Operator aplikasi, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan baik dari sisi teknis maupun sumber daya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan fitur aplikasi, ketergantungan teknis pada Diskominfo, ketidakakuratan data, serta keterbatasan SDM operator dan PSM dalam penguasaan teknologi. Sebagai hasil akhir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif bahwa aplikasi Sitanjakmas sudah cukup efektif dalam mendukung proses pendataan, verifikasi, pemantauan, dan pencetakan data, meskipun efektivitasnya belum optimal.
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BAB III
METODOLOGI PENELITAN

A. Lokasi Penelitian
	Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur. Alasan penulis mengambil lokasi ini untuk diteliti karena Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan instansi pemerintah yang salah satu tugas nya meningkatkan kesejahteraan sosial, namun masih ditemukan permasalah terkait kesejahteraan sosial salah satunya yaitu pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merancang sebuah aplikasi bernama SITANJAKMAS (Sistem pendataan Jaringan kesejahteraan masyarakat) untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Namun, efekivitasnya belum terukur untuk itu penulis memilih untuk meneliti efektivitas penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS dalam penilaian kelayakan penerima bantun sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

B. Informan
	Informan adalah pihak yang memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020). Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu agar informasi yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pemilhan informan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Operator dan PSM dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan pada penelitian ini dapat penulis sajikan pada gambar dibawah ini:
Tabel III.1
Informan

	No
	Informan
	Jumlah

	1.
	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	1

	2.
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	1

	3.
	Operator SITANJAKMAS
	2

	4.
	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
	2

	5.
	Masyarakat 
	2

	
	Jumlah
	8


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
	Berdasarkan tabel III.1 diatas, pemilhan informan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Operator dan PSM dilakukan menggunakan purposive sampling. Menurut (Rahim, 2021),  purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih subjek berdasarkan relevansi tugas dan keterlibatannya dalam proses penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Dipilih sebagai informan karena memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengawasan kebijakan penggunaan aplikasi Sitanjakmas. Kepala Dinas berperan penting dalam memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan visi misi instansi, serta dapat memberikan gambaran umum mengenai tujuan, manfaat, dan dampak aplikasi terhadap efektivitas penilaian kelayakan penerima bantuan sosial.
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Supervisor Aplikasi Sitanjakmas) dipilih karena bertugas sebagai pengawas langsung (supervisor) penggunaan aplikasi. Kepala Bidang berperan dalam mengoordinasikan operator dan PSM, memantau hasil verifikasi data, serta berhubungan dengan Diskominfo selaku pengembang aplikasi. Dengan demikian, informan ini dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai teknis pengawasan, kendala, serta solusi yang diambil dalam implementasi aplikasi. Operator dipilih sebagai informan karena merupakan pihak yang langsung mengoperasikan aplikasi setiap hari, melakukan input data, dan pelaporan. Dari mereka, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai proses teknis, hambatan penggunaan aplikasi, serta efektivitas aplikasi dari sisi pengguna langsung di level administratif.
	PSM dipilih karena berperan sebagai ujung tombak lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial. Mereka dapat memberikan gambaran nyata mengenai ketepatan sasaran, kemudahan penggunaan aplikasi, serta kendala di lapangan yang mungkin tidak terlihat dari perspektif pengelola aplikasi di tingkat kantor. Informan masyarakat adalah mereka yang dinilai kelayakannya melalui Aplikasi SITANJAKMAS, pemilihan masyarakat sebagai informan dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan validasi terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Informan dipilih secara selektif dengan kriteria masyarakat yang baru pertama kali menerima bantuan, agar dapat memberikan gambaran yang jujur dan akurat terkait apakah proses verifikasi benar-benar dilakukan secara langsung di tempat tinggal mereka. 

C. Jenis Data
a) Data Primer
	Data primer diperoleh langsung dari responden yang terlibat dalam penggunaan Aplikasi SITANJAKMAS melalui wawancara dan observasi. Fokus data primer dalam penelitian ini mencakup lima aspek utama:
1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu 
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata		.
b) Data Sekunder
	Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini dapat berupa:
1. Dokumen resmi dari Dinas Sosial Kota Dumai, seperti kebijakan terkait pendataan penerima bantuan, Gambar tampilan Aplikasi SITANJAKMAS untuk setiap akun pengguna.
2. Data dari Aplikasi SITANJAKMAS dan Data DTKS, seperti jumlah masyarakat yang terdaftar DTKS, jumlah calon penerima bantuan yang ada di Aplikasi SITANJAKMAS, 
3. Peraturan dan kebijakan terkait, seperti regulasi pemerintah daerah atau pusat mengenai penggunaan sistem informasi dalam pendataan kesejahteraan sosial.

D. Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi
		Observasi merupakan suatu metode pengamatan terhadap fenomena sosial yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Melalui proses ini, data yang diperoleh bersifat objektif, akurat, serta mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan yang terstruktur, observasi memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai aspek sosial secara mendalam, sehingga hasil yang didapatkan dapat dijadikan dasar dalam analisis dan pengambilan keputusan yang tepat (Mahagiyani & Sugiono, 2018). 
2) Wawancara
	Wawancara adalah metode tertua dan paling umum digunakan manusia untuk mengumpulkan informasi. Proses ini dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka atau secara tidak langsung melalui media komunikasi seperti telepon. (Saat & Mania, 2020). Untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara ini disusun berdasarkan pedoman yang mengacu pada lima indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pertanyaan yang diajukan dirancang sesuai dengan tugas dan peran masing-masing informan, sehingga jawaban yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi faktual penggunaan aplikasi Sitanjakmas. Adapun verbatim wawancara yang diajukan penulis guna menjaga keaslian data dan memudahkan analisis penelitian adalah sebagai berikut:
a. Verbatim wawancara Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemahaman program

	Bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi latar belakang dibuatnya aplikasi Sitanjakmas ini? Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui aplikasi ini ?

	Apa saja kendala yang sering terjadi sebelum adanya aplikasi ini?

	Siapa saja yang terlibat dalam merancang aplikasi ini? Apakah ada koordinasi dengan instansi lain?

	Apakah ada pelatihan atau sosialisasi sebelum aplikasi ini digunakan? Bagaimana bentuknya?

	Apakah pelatihan dilakukan secara berkala?

	Apakah tersedia buku panduan atau video pembelajaran tentang aplikasi ini?

	Apakah psm dan operator sudah memahami cara kerja aplikasi ini?

	Jika ada psm yang belum paham, bagaimana penanganannya?

	Tepat sasaran

	Apakah aplikasi ini sudah bisa memastikan bantuan sosial tepat sasaran?

	Apakah ada fitur untuk mendeteksi data ganda atau manipulasi data?

	Apakah pernah terjadi bantuan salah sasaran? Bagaimana cara memperbaikinya?

	Apakah tersedia ruang pengaduan bagi masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran?

	Tepat Waktu

	Apakah aplikasi ini mempercepat proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dibandingsistem manual? Bagian mana yang paling berdampak?

	Apakah semua wilayah di dumai bisa menggunakan aplikasi ini dengan kecepatan yang sama?

	Jika terjadi keterlambatan dalam input data atau verifikasi bagaiaman solusinya?

	Tercapainya tujuan

	Apakah aplikasi sitanjakmas sudah mencapai tujuan awalnya?

	Apakah aplikasi ini berdampak pada perencanaan program bantuan sosial?

	Apa yang sudah berhasil dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan?

	Perubahan nyata

	Apa perubahan nyata yang terlihat sejak menggunakan aplikasi ini?

	Apakah prosesnya menjadi lebih cepat, data lebih akurat, atau pelayanan ke masyarakat lebih transparan dibandingkan sebelumnya?



b. Verbatim wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus suvervisor
	Pemahaman program

	Sebagai pihak yang mengawasi jalannya aplikasi Sitanjakmas, menurut bapak, sejauh mana pemahaman para pelaksana seperti PSM dan operator terhadap tujuan utama dari aplikasi ini? Apakah mereka sudah benar-benar memahami bahwa aplikasi ini bukan hanya alat input data, tetapi juga sistem penilaian kelayakan bantuan sosial secara menyeluruh?

	Bagaimana cara bapak memastikan mereka memahami peran penting aplikasi ini?

	Apakah sebelum aplikasi ini dijalankan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah memberikan pelatihan atau sosialisasi yang cukup kepada PSM, operator, dan pihak terkait lainnya?

	Tepat Sasaran

	Apakah data dari aplikasi ini langsung dijadikan dasar penerbitan SK penerima bantuan, atau masih perlu dicek ulang untuk menghindari kesalahan sasaran?

	Setelah data dari aplikasi Sitanjakmas masuk dan diverifikasi, bagaimana bapak memastikan bahwa data tersebut benar-benar akurat dan hanya mencantumkan masyarakat yang layak menerima bantuan?

	Apakah di aplikasi Sitanjakmas tersedia menu penilaian ulang untuk data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran? Siapa yang bisa mengaksesnya, dan apakah hasilnya benar-benar digunakan untuk memperbaiki data penerima dan dasar penerbitan SK

	Bagaimana pengawasan agar fitur ini tidak disalahdigunakan?

	Tepat Waktu

	Selama penggunaan aplikasi Sitanjakmas, apakah proses pendataan dan verifikasi oleh PSM dan operator biasanya berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan? Jika terjadi keterlambatan, di tahapan mana hal itu sering terjadi dan apa saja penyebab utamanya?

	Apakah sudah ada evaluasi rutin?

	Apakah dalam aplikasi Sitanjakmas terdapat fitur pengingat atau notifikasi yang membantu memastikan proses verifikasi dan input data dilakukan tepat waktu? Fitur ini muncul di akun siapa? Menurut bapak, apakah fitur ini sudah cukup membantu mempercepat penyelesaian tugas di lapangan?

	Apakah ada saran dari bapak untuk fitur pengingat ini?

	Apakah tersedia menu cetak data hasil verfiikasi supaya lebih cepat proses penyaluran bantuan? Jika tidak bagaimana mencetak datanya?

	Tercapainya Tujuan

	Menurut bapak, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas sejauh ini sudah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu proses penilaian kelayakan penerima bantuan agar lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran?

	Apa contoh hasil nyatanya pak?

	Perubahan Nyata

	Setelah penggunaan aplikasi Sitanjakmas, apakah bapak melihat ada perubahan nyata dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial dibandingkan dengan cara manual sebelumnya?

	Apakah penyaluran bantuannya jadi lebih tepat?



c. Verbatim wawancara operator
	Pemahaman program

	Ketika Anda mulai bertugas sebagai operator Sitanjakmas, apakah Anda sudah mendapatkan penjelasan atau pelatihan tentang bagaimana cara kerja aplikasi ini? Menurut Anda, apakah pelatihan tersebut cukup membantu dalam memahami tugas Anda secara keseluruhan?

	Dari pengalaman Anda selama menjalankan aplikasi ini, apakah Anda sudah memahami alur lengkapnya mulai dari memasukkan data warga, proses verifikasi oleh PSM, hingga data itu dipakai untuk penetapan penerima bantuan? Apakah ada bagian tertentu dari proses ini yang menurut Anda masih belum jelas atau membingungkan?

	Tepat Sasaran

	Data masyarakat yang Anda input ke dalam aplikasi Sitanjakmas biasanya diperoleh dari mana? Jika Anda menemukan data yang tidak lengkap atau diragukan kebenarannya, apakah langsung dikirim ke PSM untuk diverifikasi, atau ada proses pengecekan terlebih dahulu? Bisa dijelaskan bagaimana alurnya?

	Kalau misalnya data yang dikirim ada yang kurang seperti RT tidak ditulis atau alamat itu bisa tetap di input?

	Tepat Waktu

	Apakah dalam aplikasi Sitanjakmas sudah ditentukan batas waktu untuk menginput data calon penerima bantuan sebelum data itu diverifikasi oleh PSM? Apakah batas waktu itu muncul juga di akun Anda?

	Kalau dari pihak kelurahan terlambat memberikan data, apakah itu mempengaruhi proses selanjutnya?

	Menurut anda apakah penggunaan aplikasi sitanjakmas membuat proses penginputan menjadi lebih bcepat dibandingkan cara manual sebelumnya? Bisa jelaskan bagaimana perbedaannya?

	Tercapainya Tujuan

	Menurut Anda sebagai operator, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas sudah membantu dinas dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempermudah, mempercepat, dan memastikan proses penilaian kelayakan penerima bantuan berjalan lebih transparan dan akurat? Bisa Anda jelaskan bagaimana peran Anda dalam hal ini?

	Menurut ibu apa yang perlu ditingkatkan supaya tujuan aplikasi ini benar-benar tercapai?

	Perubahan Nyata

	Sejak diterapkannya aplikasi Sitanjakmas, apakah Anda melihat ada perubahan nyata dalam proses pendataan misalnya dari segi kecepatan input data, keakuratan informasi, atau kemudahan dalam memantau hasil verifikasi oleh PSM dibandingkan dengan cara manual yang digunakan sebelumnya?



d. Verbatim wawancara PSM
	Pemahaman program

	Sebelum menggunakan aplikasi Sitanjakmas, apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari Dinas Sosial? Sudah berapa kali sosialisasi itu dilaksanakani?

	Apakah Bapak/Ibu sudah memahami alur kerja aplikasi ini dari awal hingga akhir? Misalnya, dari data yang masuk, proses kunjungan ke rumah warga, hingga mengisi dan mengirim hasil verifikasi ke sistem?

	Tepat Sasaran

	Dalam melakukan verifikasi di lapangan, apakah Bapak/Ibu memiliki indikator atau pedoman khusus dari Dinas Sosial yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kelayakan penerima bantuan agar tepat sasaran? Apa saja langkah yang biasanya Bapak/Ibu lakukan untuk memastikan bahwa hasil verifikasi benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan?

	Kalau ada keraguan saat menilai biasanya ibu/bapak bagaimana?

	Saat Bapak/Ibu menyerahkan hasil verifikasi kepada operator atau Dinas Sosial, apakah disertakan juga bukti pendukung seperti foto, surat keterangan, atau catatan kondisi rumah? Menurut Bapak/Ibu, apakah bukti-bukti tersebut sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa data yang diverifikasi memang layak atau tidak layak menerima bantuan?

	Apakah semua warga yang dikunjungi mau difoto rumahnya?

	Tepat Waktu

	Bapak/Ibu melakukan verifikasi data di lapangan, apakah ada batas waktu tertentu dari Dinas Sosial atau aplikasi Sitanjakmas untuk menyelesaikannya? Menurut Bapak/Ibu, apakah waktu yang diberikan itu cukup untuk melakukan verifikasi dengan baik? Jika pernah terlambat, apa saja faktor yang biasanya menyebabkan keterlambatan tersebut?

	Kalau waktu mepet apakah ibu/bapak tetap kunjungi semua atau hanya yang bisa dijangkau?

	Apakah di akun bapak/ibu ada fitur yang memberi tahu batas waktu akhir verifikasi, seperti pengingat atau penanda tanggal? Jika ada  Apakah fitur ini dapat menjadi pengingat untuk  menyelesaikan verifikasi tepat waktu?

	Apakah pengingat itu muncul otomatis atau harus dibuka dulu aplikasinya?

	Tercapainya Tujuan

	Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas selama ini sudah membantu dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan sosial? Apakah hasil verifikasi yang dilakukan melalui aplikasi ini sudah sesuai dengan tujuan utama program bantuan sosial, yaitu membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan?

	Apakah pernah ada warga yang protes karena tidak terdata?

	Perubahan Nyata

	Setelah Bapak/Ibu menggunakan aplikasi Sitanjakmas dalam proses verifikasi, apakah ada perubahan nyata di lapangan, misalnya dari segi keakuratan data penerima bantuan atau kemudahan verifikasi data? Bisa Bapak/Ibu ceritakan perubahan apa yang paling terlihat sejak aplikasi ini digunakan?

	Apakah menurut bapak/ibu data sekarang lebih mudah dilacak atau dicek ulang?



e. Verbatim wawancara KPM
	Pemahaman program

	Apakah Ibu/Bapak tahu kalau sekarang pendataan bantuan sosial dilakukan lewat aplikasi bernama Sitanjakmas? Kalau tahu, Ibu/Bapak tahunya dari siapa?

	Waktu didata, apakah petugas (PSM) menjelaskan bahwa data tersebut dimasukkan ke aplikasi Sitanjakmas untuk menentukan siapa yang layak dapat bantuan?

	Tepat Sasaran

	Apakah benar sebelumnya ada petugas (PSM) yang datang ke rumah Ibu/Bapak untuk mendata? Kalau iya, apakah menurut Ibu/Bapak pendataan itu sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya?

	Waktu didata oleh PSM, apakah Ibu/Bapak diberitahu soal apa saja yang dinilai seperti kondisi rumah, jumlah tanggungan, atau penghasilan? atau langsung menilai tanpa penjelasan?

	Setelah didata oleh PSM, apakah Ibu/Bapak menerima bantuan sosial dari pemerintah? Kalau iya, apakah bantuan itu bisa membantu kebutuhan dan ekonomi keluarga Ibu/Bapak?

	Menurut Ibu/Bapak, apakah masih ada orang yang seharusnya tidak layak tapi tetap dapat bantuan, atau sebaliknya?

	Apakah menurut bapak/ibu, petugas PSM cukup teliti dalam melihat kondisi rumah dan keluarga ibu saat mendata?

	Tepat Waktu

	Apakah menurut Ibu/Bapak, sejak adanya aplikasi Sitanjakmas, proses pendataan dan pemberian bantuan jadi lebih cepat dibanding dulu?

	Sebelum ada aplikasi Sitanjakmas, apakah Ibu/Bapak pernah merasa penyaluran bantuan datang terlambat?

	Tercapainya Tujuan

	Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas selama ini sudah membantu dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan sosial?

	Perubahan Nyata

	Kalau dibandingkan dengan dulu apakah Ibu/Bapak merasa ada perubahan setelah ada aplikasi ini?

	Apakah proses pendataan oleh petugas (PSM) sekarang lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan?



3) Dokumentasi
	Dokumentasi adalah rekaman suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan atau gambar. Dokumentasi tertulis dapat berupa catatan harian, biografi, cerita, sejarah hidup, peraturan, serta kebijakan. Sementara itu, dokumentasi visual mencakup foto, film, sketsa, dan ilustrasi lainnya (Sugiyono, 2020). 

E. Analisis Data
	Menurut (Sugiyono, 2020) analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengolah, dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, serta melakukan sintesis untuk menemukan pola dan hubungan yang bermakna. Hasil akhir dari analisis ini adalah penyusunan kesimpulan yang tidak hanya memberikan pemahaman mendalam bagi peneliti sendiri tetapi juga dapat digunakan oleh pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun yang menjadi komponen analisis data dapat penulis sajikan dalam bentuk gambar berikut ini:
Gambar III.1
Komponen analisis data
Data analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengolah, dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, serta melakukan sintesis untuk menemukan pola dan hubungan yang bermakna. Selain itu, analisis data juga mencakup pemilihan informasi yang paling relevan dan signifikan untuk dipelajari lebih lanjut. Hasil akhir dari analisis ini adalah penyusunan kesimpulan yang tidak hanya memberikan pemahaman mendalam bagi peneliti sendiri tetapi juga dapat digunakan oleh pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau pengembangan penelitian selanjutnya.Collection

Data Display

Data Reduction


Coclusion: drawing/verifiying



Pada gambar III.2 diatas, terdapat beberapa komponen dalam analisi data yaitu:
a. Reduksi data (Data Reduction)
	Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Data yang dikumpulkan akan disusun dalam bentuk uraian yang jelas dan terperinci. Dalam proses reduksi, peneliti merangkum, memilih informasi utama, memfokuskan pada aspek yang relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan adanya reduksi data, penelitian menjadi lebih terarah dan memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan berdasarkan tujuan utama, yaitu untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Sitanjakmas dalam menilai kelayakan penerima bantuan sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
b. Penyajian data (Data Display)
	Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami gambaran umum maupun bagian tertentu dari penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dalam bentuk deskriptif dengan narasi yang sistematis. Selain itu, penyajian data juga dapat didukung oleh dokumen, foto, atau gambar relevan guna memperjelas hasil penelitian. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat menginterpretasikan temuan dengan lebih akurat dan objektif.
c. Kesimpulan/verifikasi (Conclusion drawing/verification)
	Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung, yakni sejak pengumpulan data hingga analisis akhir. Peneliti berupaya mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan yang muncul dalam penelitian. Kesimpulan diperoleh melalui analisis mendalam terhadap data yang telah dikategorikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Sitanjakmas dalam menilai kelayakan penerima bantuan sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.


















BAB IV
GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
A. Sejarah Lokasi Penelitian
Dinas Sosial Kota Dumai merupakan instansi yang relatif baru dirintis, namun dengan berjalannya waktu dan proses yang terus dijalankan Dinas Sosial Kota Dumai telah banyak berbuat untuk mengelola lingkungan masyarakat, hasil utama pengembangan Dinas Sosial ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian dikalangan masyarakat. Sebelum tahun 2008 fungsi dan tugas-tugas Dinas Sosial Kota Dumai ditangani oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai. Pada tahun 2008 Dinas Sosial Kota Dumai sudah berdiri sendiri. Yang pernah memimpin di dinas sosial sebagai berikut:
Tabel IV. 1
Daftar Pejabat yang pernah menjabat di 
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

	No
	Nama Pejabat
	Tahun

	1
	Drs. Amiruddin, MM
	2008-2010

	2
	Ishak Efendi
	2010-2011

	3
	Fazwir, S.Sos
	2011-2012

	4
	Dermawan, S.Sos
	2013-2014

	5
	Drs. Chairuddin Adnan
	2014-2017

	6
	Bambang Hardianto, SH
	2017-2018

	7
	Hasan Basri, S.Kom
	2018-2021

	8
	Drg. Hermiyati
	2022- saat ini


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ini berada di lokasi Kecamatan Bukit Kapur Jl. Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Barat berhadapan dengan jajaran kantor komplek wali kota, Sebelah Timur  berdampingan dengan inspektorat dan jajaran kantor komplek wali kota, Sebelah Selatan berdampingan dengan kantor KPU dan Sebelah utara berhadapan dengan Dinas Lingkungan Hidup
	Terbentuknya Dinas Sosial Kota Dumai berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2008 dan diperbarui dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai dan diperbaharui lagi dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada tahun 2022 Dinas sosial berubah nama menjadi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.
B. Visi Misi
1. Visi:
"Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu".
2. Misi:
a. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
b. Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan daerah yang baik.

C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi 


Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan kerja antar bagian dalam sebuah organisasi, Berikut struktur organisasi kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai:
Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 
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Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas memiliki tugas membantu Walikota Dumai melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Sekretariat terdiri dari beberapa sub bagian yaitu, Subbagian Ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut : 
a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.
d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemacahan masalah sesuai lingkup tugasnya.
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.
f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi.
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya.
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
d. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan Reformasi Birokrasi, Road Map dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
e.  Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana.
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
g. Penataan organisasi dan tata laksana.
h. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
i. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Uraian tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai berikut : 
a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Data Fakir Miskin, Bantuan Sosial dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, pemeliharaan anak-anak terlantar, penanganan bencana alam dan sosial cakupan dalam daerah kota.
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial;
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan 
d. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi Sosial. Uraian tugas bidang rehabilitasi sosial sebagai berikut : 
a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
d. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial; 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV / AIDS dan Napza diluar Panti Sosial; dan 
c. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ketempat asal.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Sosial. Uraian tugas bidang pemberdayaan sosial sebagai berikut : 
a. melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah, dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
d. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Pengumpulan Sumbangan dalam daerah; 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah; 
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional; dan 
d. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evalaluasi. Uraian tugas bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : 
a. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat, dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, kerjasama serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan; 
b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat; 
c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 
d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
e. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;dan 
f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
7. UPT 
UPT merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




D. Keadaan Dan Komposisi Pegawai
Keadaan dan komposisi pegawai dapat dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data magang, kondisi pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dijelaskan sebagai berikut:
1) Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Tugas-tugas dilaksanakan oleh baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab berbeda. Rincian kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	No
	Jenis Kelamin
	PNS
	TKPK
	Presentase 

	1
	Laki-laki
	20
	25
	54,2 %

	2
	Perempuan
	9
	29
	45,8 %

	Jumlah
	29
	54
	100 %


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
Berdasarkan tabel II.2 diatas, dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki laki. 
2) Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Setiap organisasi membutuhkan anggota yang memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai tugas, karena sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan kerja anggota organisasi adalah latar belakang pendidikan formal.
Latar belakang pendidikan pegaweai juga dapat mempermudah pimpinan organisasi dalam hal penugasan maupun pelaksanaan pelatihan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pendidikan pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No
	Pendidikan
	PNS
	TKPK
	Presentase

	1
	SMA
	3
	36
	47 %

	2
	D III
	5
	3
	9,6 %

	3
	S 1
	15
	15
	36,2 %

	4
	S 2
	6
	0
	7,2  %

	Jumlah
	29
	54
	100 %


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
Berdasarkan tabel II.3 diatas, secara umum pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berlatar pendidikan SMA dengan jumlah 39 orang, D III 8 orang, S 1 30 orang, S 2 6 orang.
3) Keadaan pegawai berdasarkan pangkat/golongan 
Pangkat atau golongan pada Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting dalam menentukan posisi mereka di dalam organisasi. Dalam struktur pemerintahan, pangkat/golongan ruang umumnya menjadi acuan dalam penempatan jabatan serta sebagai pertimbangan dalam pengembangan karier, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dan peraturan yang berlaku. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar berikut ini:




Tabel IV.4
Keadaan Pegawai berdasarkan golongan

	No
	Golongan
	Jumlah
	Presentase

	1
	Gol II
	0
	0 %

	2
	Gol III
	25
	30,1 %

	3
	Gol IV
	4
	4,9 %

	4
	TKPK
	54
	65 %

	Jumlah
	83
	100 %


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
Berdasarkan tabel II.4 diatas, secara umum pegawai yang bekerja di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai didominasi oleh TKPK (Tenaga Kerja dengan perjanjian Kontrak) sebanyak 54 orang.
E. Sarana Dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki maupun yang mendukung kelancaran operasional di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah sebagai berikut:
Tabel IV.5
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

	No
	Nama Barang
	Jumlah
	Keterangan

	
	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	1
	Lemari Filling Kabinet
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	2
	Lemari  Baju Plastik
	4 Buah
	4 Buah
	
	

	3
	Tempat Tidur Set
	2 Buah
	2 Buah
	
	

	4
	Mesin Potong Rumput
	6 Buah
	6 Buah
	
	

	5
	Kulkas 1 pintu
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	6
	AC   1/2 PK
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	7
	AC   2  PK
	5 Buah
	5 Buah
	
	

	8
	Kipas Angin
	16 Buah
	16 Buah
	
	

	9
	Meja Makan
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	10
	TV
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	11
	Water Dispenser
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	12
	Vertikal Blind
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	No
	Nama Barang
	Jumlah
	Keterangan

	
	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	13
	Polytank/Tanky air
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	14
	Meja 1 Biro
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	15
	Meja Resepsionis
	4 Buah
	4 Buah
	
	

	16
	Meja Kerja  L  ( 4 org)
	2 Buah
	2 Buah
	
	

	17
	Meja Kerja  L ( 7 org)
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	18
	Meja Kerja L  (6 org )
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	19
	Sekat Partisi
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	20
	Meja Staff
	2 Buah
	2 Buah
	
	

	21
	Meja JF
	4 Buah
	4 Buah
	
	

	22
	Meja Kayu
	12 Buah
	12 Buah
	
	

	23
	Kursi Direktur 1 biro
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	24
	Sofa Coklat + Meja Batu
	1 Buah
	1 Buah
	
	

	25
	Kursi Hadap  Jumbo
	2 Buah
	2 Buah
	
	

	26
	Kursi Putar Hitam
	2 Buah
	2 Buah
	
	

	27
	Laptop
	16 Buah
	7 Buah
	9 Buah
	

	28
	Printer
	65 Buah
	25 Buah
	
	40 Buah

	29
	Komputer
	65 Buah
	25 Buah
	
	40 Buah


Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
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BAB V
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SITANJAKMAS DALAM PENILAIAN KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

A. Identitas Informan
Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, yang merupakan lembaga pemerintah daerah yang menangani pelayanan sosial. Salah satu tugasnya adalah melakukan pendataan dan menilai kelayakan masyarakat penerima bantuan sosial. Judul penelitian ini adalah Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sitanjakmas dalam Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
Untuk mendukung penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa orang yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi Sitanjakmas, baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat dari aplikasi tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini ada delapan orang. Adapun informan tersebut penulis sajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.1
Informan

	No
	Informan
	Jumlah

	1.
	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
	1

	2.
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	1

	3.
	Operator SITANJAKMAS
	2

	4.
	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
	2

	5.
	Masyarakat 
	2

	
	Jumlah
	8


Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2025
Berdasarkan tabel V.1 diatas, untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam, penulis melakukan wawancara langsung dengan setiap informan. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive), dengan mempertimbangkan peran mereka dalam proses pendataan, pengolahan data, pengawasan, hingga penerimaan bantuan. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan dari para informan untuk bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan objektif tentang seberapa efektif dan berdampaknya penggunaan aplikasi Sitanjakmas dalam proses penentuan penerima bantuan sosial di Kota Dumai. Data informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas informan berdasarkan jenis kelamin
Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap efektivitas penggunaan aplikasi sitanjakmas dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, penulis mengambil informan yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi sitanjakmas sebagai objek penelitian beserta keluarga penerima manfaat sebagai validasi ulang terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas dilapangan. 
Dalam penelitian ini, informan terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Untuk menggambarkan sebaran informan secara lebih jelas, penulis menyajikan data berikut berdasarkan jenis kelamin:
Tabel V.2
Identitas informan berdasarkan jenis kelamin

	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1.
	Laki-laki
	1
	12,5

	2.
	Perempuan
	7
	87,5

		Jumlah
	8
	100


Sumber Data: Hasil penelitian lapangan tahun 2025
Berdasarkan tabel V.2 di atas, diketahui bahwa jumlah informan laki-laki hanya sebanyak 1 orang atau 12,5%, sedangkan perempuan berjumlah 7 orang atau 87,5%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah perempuan, yang sebagian besar juga berperan aktif dalam pengoperasian aplikasi maupun dalam menerima manfaatnya.
2. Identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan menjadi faktor penting dalam proses wawancara dan pengumpulan data karena memengaruhi pemahaman informan terhadap teknologi dan program sosial. Informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V.3
Identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan

	No
	Tingkat pendidikan
	Jumlah
	Persentase

	1.
	Sarjana
	5
	62,5

	2.
	SMA
	3
	37,5

		Jumlah
	8
	100


Sumber Data: Hasil penelitian lapangan tahun 2025
Dari tabel V.3 di atas, dapat dilihat bahwa informan dengan pendidikan Sarjana sebanyak 5 orang atau 62,5%, sedangkan pendidikan terakhir SMA sebanyak 3 orang atau 37,5%. Tingginya jumlah informan berpendidikan sarjana mengindikasikan bahwa sebagian besar memiliki kapasitas analisis yang baik dalam mengevaluasi program aplikasi Sitanjakmas.
3. Identitas informan berdasarkan umur
Usia merupakan faktor yang turut menentukan pola pikir, pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap teknologi. Dalam konteks penggunaan aplikasi Sitanjakmas, usia informan yang terlibat mencerminkan rentang pengalaman yang bervariasi. Adapun rincian usia informan adalah sebagai berikut:
Tabel V.4
Identitas informan berdasarkan umur

	No
	Usia
	Junlah
	Peresenrase

	1.
	37-40 
	2
	25

	2.
	41-45
	4
	50

	3. 
	46-47
	2
	25

		Jumlah
	8
	100


Sumber Data: Hasil penelitian lapangan tahun 2025
Berdasarkan tabel V.4 di atas, informan yang berusia 37–40 tahun berjumlah 2 orang yaitu masyarakat, usia 41–45 tahun berjumlah 4 orang termasuk kepala dinas dan operator, dan usia 46–47 tahun sebanyak 2 orang kepala bidang dan PSM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada dalam usia produktif yang cukup matang, sehingga mampu memberikan pandangan yang kritis dan pengalaman yang relevan terhadap penggunaan aplikasi Sitanjakmas.
B. Efektivitas penggunaan aplikasi sitanjakmas dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Aplikasi Sitanjakmas atau Sistem Pendataan Jaringan Kesejahteraan Masyarakat merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem berbasis digital yang memuat sejumlah fitur utama, antara lain menu calon penerima, menu layak, menu tidak layak, serta dashboard pemantauan data. Keberadaan aplikasi ini diharapkan mampu menggantikan sistem manual yang selama ini dinilai rentan terhadap kesalahan input, keterlambatan pendataan, hingga ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
Kehadiran sistem berbasis aplikasi seperti Sitanjakmas mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam hal efisiensi pelayanan publik, transparansi data, dan akuntabilitas distribusi bantuan. Melalui digitalisasi pendataan, proses validasi diharapkan menjadi lebih cepat, objektif, dan terhindar dari intervensi atau manipulasi pihak tertentu. Namun demikian, efektivitas penerapan aplikasi ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem yang digunakan, melainkan juga oleh sejauh mana para pelaksana program memahami alur kerja, keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi, serta partisipasi masyarakat sebagai subjek penerima manfaat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Operator aplikasi, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga Masyarakat penerima Manfaat (KPM), ditemukan berbagai pandangan dan pengalaman yang menggambarkan implementasi aplikasi Sitanjakmas di lapangan. Temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan lima indikator efektivitas menurut Sutrisno yaitu: pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Masing-masing indikator akan dijelaskan secara mendalam untuk mengungkap keberhasilan maupun tantangan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Adapun penjelasannya penulis sajikan sebagai berikut:
1. Pemahaman program
Pemahaman yang baik terhadap aplikasi Sitanjakmas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pendataan dan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk mengisi data, tetapi juga sebagai alat bantu untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, pelaksana seperti PSM dan operator perlu mengerti betul bagaimana sistem ini bekerja serta apa tujuan akhirnya.
Dalam rangka memahami peran dan fungsi aplikasi Sitanjakmas serta sejauh mana pelaksana menguasai aplikasi tersebut, penulis melakukan wawancara dengan drg. Hermiyati sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Pertama-tama penulis menanyakan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ibu drg. Hermiyati mengenai alasan dibalik dibuatnya aplikasi Sitanjakmas, masalah apa yang ingin diselesaikan serta permasalah yang sering terjadi sebelum adanya aplikasi ini:
“Bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi latar belakang dibuatnya aplikasi Sitanjakmas ini? Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui aplikasi ini  dan apa saja kendala yang sering terjadi sebelum adanya aplikasi ini?” beliau menjawab:
“Aplikasi ini dibuat supaya data kemiskinan bisa terus diperbarui dan lebih akurat dan juga kami ingin memperbaiki masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan aplikasi ini proses menilai siapa yang layak menerima bantuan jadi lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu sebelum pakai aplikasi ini sering kali masih ada warga yang mampu tapi menerima bantuan. Sebaliknya ada juga warga yang seharusnya dapat tapi tidak terdata karena dulu masih dilakukan secara manual jadi hasilnya kurang akurat.” (drg. Hermiyati 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Terkait dengan proses pengembangan aplikasi penulis menanyakan kepada ibuk drg. Hermiyati yaitu:
“Siapa saja yang terlibat dalam merancang aplikasi ini? Apakah ada koordinasi dengan instansi lain?” beliau menjawab:
“Kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo yang membuat aplikasinya, ide dan konsep dari Dinas Sosial untuk soal anggaran kami koordinasi dengan Bappeda selain itu kami juga koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).” (drg. Hermiyati 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Selanjutnya untuk mengetahui persiapan sebelum implementasi aplikasi, penulis menanyakan kepada ibuk drg. Hermiyati:
“Apakah ada pelatihan atau sosialisasi sebelum aplikasi ini digunakan? Bagaimana bentuknya, apakah pelatihan dilakukan secara berkala dan pakah tersedia buku panduan atau video pembelajaran tentang aplikasi ini?” Beliau menjawab:
“Sudah ada tiga kali pelatihan, dua pelatihan pertama untuk versi awal aplikasi, satu di Pendopo dan satu lagi di Hotel Grand Zuri. Yang ketiga untuk versi baru dilaksanakan di aula kantor biasanya kami beri materi dulu lalu langsung praktik atau simulasi di tempat. Untuk frekuensi pelatihan tidak dilakukan secara berkala pelatihan hanya dilakukan setahun sekali, karena terkendala anggaran. Terkait ketersediaan media pembelajaran pendukung aplikasi sudah tersedia buku panduan dalam bentuk manual book, tapi untuk video panduan belum ada.” (drg. Hermiyati 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Terkait dengan pemahaman pelaksana terhadap aplikasi khususnya PSM dan operator serta mengenai penanganan jika ada PSM yang belum memahami penulis menanyakan kepada buk drg. Hermiyati:
“Apakah PSM dan operator sudah memahami cara kerja aplikasi ini dan jika ada PSM yang belum paham, bagaimana penanganannya?” beliau menjawab:
“Kalau operator sudah paham, tapi untuk PSM belum semuanya paham karena pelatihan hanya setahun sekali apalagi tahun ini belum ada dilaksanakan pelatihan karena anggarannya dipotong mungkin itu juga yang membuat pemahaman PSM belum maksimal, jika ada yang belum paham biasanya mereka akan menghubungi kami, bisa lewat telepon atau datang langsung ke kantor nanti operator atau supervisor akan bantu jelaskan kembali bagian yang belum dimengerti.” (drg. Hermiyati 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, aplikasi Sitanjakmas dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan memperbarui dan meningkatkan akurasi data kemiskinan di Kota Dumai, sekaligus memperbaiki penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum adanya aplikasi ini, sistem manual yang diterapkan sering kali menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran, ada warga yang sebenarnya mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara warga yang berhak justru tidak terdata dengan baik. Kondisi tersebut mendorong upaya inovasi melalui aplikasi yang dapat mengelola data secara lebih sistematis dan transparan.
Proses pengembangan aplikasi Sitanjakmas melibatkan berbagai instansi terkait, yakni Dinas Kominfo sebagai pihak pembuat aplikasi, Dinas Sosial yang memberikan ide dan konsep, serta Bappeda dan TAPD yang mengoordinasikan aspek anggaran. Kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan langkah penting dalam membangun sistem e-government yang terpadu dan efektif. Selain itu, dilakukan sejumlah pelatihan kepada pelaksana, meskipun frekuensi pelatihan ini terbatas hanya satu kali dalam setahun akibat kendala anggaran. Kondisi ini berpengaruh terhadap kapasitas pelaksana dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi secara optimal.
Dari sisi pengguna, operator aplikasi sudah relatif menguasai penggunaan Sitanjakmas dengan baik, sehingga mampu menjalankan tugas penginputan dan verifikasi data secara lancar. Namun, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) belum sepenuhnya paham mengenai aplikasi, karena keterbatasan pelatihan yang diberikan serta belum tersedianya media pembelajaran yang memadai, seperti video panduan. Ketidaklengkapan dukungan ini menyebabkan pemahaman PSM terhadap aplikasi tidak maksimal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus supervisor aplikasi sitanjakmas Juliadi, S.Kep,M.IP, terkait pemahaman para pelaksana seperti PSM dan operator terhadap tujuan utama aplikasi penulis menanyakan:
“Sebagai pihak yang mengawasi jalannya aplikasi Sitanjakmas, menurut bapak, sejauh mana pemahaman para pelaksana seperti PSM dan operator terhadap tujuan utama dari aplikasi ini? Apakah mereka sudah benar-benar memahami bahwa aplikasi ini bukan hanya alat input data, tetapi juga sistem penilaian kelayakan bantuan sosial secara menyeluruh?” beliau menjawab:
"Kalau dari pengamatan kami, sebagian besar PSM dan operator sudah mulai paham bahwa aplikasi ini bukan cuma tempat input data, tapi juga sistem yang menilai siapa yang layak menerima bantuan. Tapi memang masih ada juga yang menganggap tugasnya hanya sebatas mengisi data saja." (Juliadi, S.Kep,M.IP, Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Untuk memastikan pemahaman tersebut, penulis menanyakan kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bapak Juliadi, S.Kep., M. IP :
“Bagaimana cara bapak memastikan mereka memahami peran penting aplikasi ini?” beliau menjawab:
"Kami sering melakukan penekanan lewat grup WA kami sampaikan bahwa data yang mereka isi akan langsung berpengaruh terhadap keputusan penerima bantuan jadi harus benar-benar teliti." (Juliadi, S.Kep,M.IP, Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Selain itu, sebelum aplikasi ini dijalankan penulis menanyakan tentang  pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) kepada bapak Juliadi, S. Kep., M.IP:
“Apakah sebelum aplikasi ini dijalankan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah memberikan pelatihan atau sosialisasi yang cukup kepada PSM, operator, dan pihak terkait lainnya?” beliau menjawab:
"Iya sebelum aplikasi digunakan kami sudah mengadakan pelatihan atau bimtek sebanyak 3 kali kegiatannya lebih ke pelatihan teknis seperti cara pakai aplikasinya, cara input data, dan cara membaca hasil penilaian. Pelaksanaannya memang belum sampai tingkat kecamatan hanya tingkat kota saja secara keseluruhan saja." (Juliadi, S.Kep,M.IP, Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus supervisor aplikasi Sitanjakmas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan operator sudah mulai memahami bahwa aplikasi ini bukan hanya sekadar alat input data, melainkan juga sebagai sistem penilaian kelayakan penerima bantuan sosial secara menyeluruh. Namun, masih ada sebagian yang menganggap tugas mereka hanya sebatas mengisi data saja. 
Untuk memastikan pemahaman ini, pihak pengawas rutin menekankan melalui grup WhatsApp bahwa data yang diinput langsung berpengaruh pada keputusan penerima bantuan, sehingga harus dikerjakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Selain itu, sebelum penggunaan aplikasi ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis sebanyak tiga kali yang fokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, penginputan data, serta cara membaca hasil penilaian.
Selanjutnya penulis menanyakan kepada Radtal Bani, A.md selaku operator aplikasi sitanjakmas:
“Ketika Anda mulai bertugas sebagai operator Sitanjakmas, apakah Anda sudah mendapatkan penjelasan atau pelatihan tentang bagaimana cara kerja aplikasi ini? Menurut Anda, apakah pelatihan tersebut cukup membantu dalam memahami tugas Anda secara keseluruhan?” beliau menjawab:
"Waktu awal saya bertugas, memang ada penjelasan dan pelatihan, tapi tidak terlalu mendalam jadi saya masih banyak belajar sendiri sambil jalan pelatihannya sempat membantu tapi belum semua hal dijelaskan." (Radtal Bani, A.md pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB).

Meskipun demikian, pelatihan yang diterima cukup membantu dalam memahami tanggung jawabnya, meskipun belum mencakup semua aspek secara lengkap. Kemudian penulis menanyakan kepada ibuk radtal bani, A.Md:
“Dari pengalaman Anda selama menjalankan aplikasi ini, apakah Anda sudah memahami alur lengkapnya mulai dari memasukkan data warga, proses verifikasi oleh PSM, hingga data itu dipakai untuk penetapan penerima bantuan? Apakah ada bagian tertentu dari proses ini yang menurut Anda masih belum jelas atau membingungkan?” beliau menjawab:
"Sekarang saya sudah cukup paham mulai dari input data, lalu proses verifikasi oleh PSM, sampai muncul hasilnya. Kalau bagian yang membingungkan mungkin tidak ada." (Radtal Bani, A.md pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, beliau mengakui bahwa pada awal penugasannya memang mendapatkan pelatihan dan penjelasan tentang cara kerja aplikasi, namun pelatihan tersebut tidak diberikan secara mendalam. Ia banyak belajar secara mandiri selama menjalankan tugasnya. Meski demikian, pelatihan yang diterima cukup membantu dalam memahami tanggung jawab sebagai operator. Seiring berjalannya waktu, ia sudah cukup menguasai alur kerja aplikasi secara lengkap, mulai dari proses input data warga, verifikasi oleh PSM, hingga penggunaan data untuk penetapan penerima bantuan. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada bagian dari alur kerja yang membingungkan baginya.
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Rosi, Amd, penulis mananyakan:
“Ketika Anda mulai bertugas sebagai operator Sitanjakmas, apakah Anda sudah mendapatkan penjelasan atau pelatihan tentang bagaimana cara kerja aplikasi ini? Menurut Anda, apakah pelatihan tersebut cukup membantu dalam memahami tugas Anda secara keseluruhan?” beliau menjawab:
"Waktu awal saya jadi operator saya ikut pelatihan tapi menurut saya pelatihannya masih kurang lengkap cuma diajarkan dasar-dasarnya saja jadi waktu mulai kerja saya masih belajar sendiri juga supaya lebih paham." (Rosi Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Mengenai alur kerja penulis juga menanyakan kepada ibuk Rosi, A.Md:
“Dari pengalaman Anda selama menjalankan aplikasi ini, apakah Anda sudah memahami alur lengkapnya mulai dari memasukkan data warga, proses verifikasi oleh PSM, hingga data itu dipakai untuk penetapan penerima bantuan? Apakah ada bagian tertentu dari proses ini yang menurut Anda masih belum jelas atau membingungkan?” beliau menjawab:
"Saya sudah cukup paham alur dasarnya, dari input data sampai ke proses verifikasi tapi kami tidak tahu secara detail proses verifikasi oleh PSM jadi bagian itu masih agak bingung." (Rosi Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, beliau juga mengikuti pelatihan saat mulai bertugas, namun merasakan bahwa pelatihan tersebut kurang lengkap karena hanya membahas hal-hal dasar. Ia pun banyak belajar secara mandiri untuk memahami tugasnya lebih baik. Ia sudah cukup memahami alur dasar proses kerja mulai dari input data hingga verifikasi. Namun, ia masih merasa kurang paham secara detail tentang bagaimana proses verifikasi dilakukan oleh PSM, sehingga bagian tersebut masih membingungkan baginya.
Selanjutnya Sebagai upaya memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengalaman sekaligus pemahaman pekerja sosial masyarakat (PSM) terhadap penggunaan aplikasi Sitanjakmas, penulis telah melakukan wawancara dengan sejumlah PSM yang terlibat dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Melalui hasil wawancara ini, terlihat bagaimana latar belakang pelatihan yang diikuti serta sejauh mana mereka memahami alur kerja aplikasi dari awal hingga akhir. penulis menayakan kepada pekerja sosial masyarakat Suzita, SE:
“Sebelum menggunakan aplikasi Sitanjakmas, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari Dinas Sosial? Sudah berapa kali sosialisasi itu dilaksanakani? Apakah Ibu sudah memahami alur kerja aplikasi ini dari awal hingga akhir? Misalnya, dari data yang masuk, proses kunjungan ke rumah warga, hingga mengisi dan mengirim hasil verifikasi ke sistem?” beliau menjawab:
"Iya, saya pernah ikut sosialisasi dari Dinas Sosial kalau tidak salah sudah tiga kali. Untuk alurnya Alhamdulillah sudah paham biasanya kami terima data calon penerima, lalu kami kunjungi langsung ke rumah, periksa kondisinya, ambil foto, lalu isi data dan kirim lewat aplikasi." (Suzita, SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB).

Selanjutnya, penulis juga menanyakan kepada PSM Binawati:
“Sebelum menggunakan aplikasi Sitanjakmas, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari Dinas Sosial? Sudah berapa kali sosialisasi itu dilaksanakani? Apakah Ibu sudah memahami alur kerja aplikasi ini dari awal hingga akhir? Misalnya, dari data yang masuk, proses kunjungan ke rumah warga, hingga mengisi dan mengirim hasil verifikasi ke sistem?” beliau menjawab:
"Iya, saya pernah ikut pelatihan dari Dinas sosial sekitar tiga kali tapi tidak semuanya khusus bahas aplikasi. Untuk alur sudah cukup paham biasanya kami dikasi data calon penerima, lalu saya verifikasi langsung kelapangan, lihat kondisi rumah, foto, Tanya-tanya dan isi hasilnya diaplikasi lalu dikirim." (Binawati pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sosial masyarakat (PSM) Suzita, SE dan Binawati menunjukkan bahwa kedua PSM pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari Dinas Sosial sebanyak tiga kali, meskipun tidak semua pelatihan secara khusus membahas penggunaan aplikasi Sitanjakmas. Meskipun demikian, mereka mengaku sudah memahami alur kerja aplikasi dengan baik, mulai dari menerima data calon penerima, melakukan kunjungan ke rumah warga, memeriksa kondisi dan mengambil foto, serta mengisi dan mengirim hasil verifikasi melalui aplikasi. Temuan ini menunjukkan adanya proses adaptasi yang positif terhadap teknologi yang digunakan dalam pelayanan sosial, di mana pelatihan meskipun tidak sepenuhnya terfokus pada aplikasi, tetap memberikan dasar yang memadai bagi PSM untuk mengoperasikan aplikasi tersebut secara efektif.
Dalam rangka mengevaluasi penerapan aplikasi Sitanjakmas sebagai media pendataan bantuan sosial, penulis menanyakan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) mengenai pengetahuan mereka:
“Apakah Ibu tahu kalau sekarang pendataan bantuan sosial dilakukan lewat aplikasi bernama Sitanjakmas? Kalau tahu, Ibu tahunya dari siapa? Waktu didata, apakah petugas (PSM) menjelaskan bahwa data tersebut dimasukkan ke aplikasi Sitanjakmas untuk menentukan siapa yang layak dapat bantuan?” beliau menjawab:
“Iya saya tahu, soalnya waktu itu PSM yang datang ke rumah cerita kalau sekarang pendataan pakai aplikasi itu jadi katanya data langsung masuk ke sistem. Terus juga dijelaskan, katanya data nanti dicek lewat aplikasi buat lihat siapa yang layak dapat bantuan.” (Bu Mutiah pada hari Rabu, 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB).

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai KPM lainnya yaitu bu dahlia:
“Apakah Ibu tahu kalau sekarang pendataan bantuan sosial dilakukan lewat aplikasi bernama Sitanjakmas? Kalau tahu, Ibu tahunya dari siapa? Waktu didata, apakah petugas (PSM) menjelaskan bahwa data tersebut dimasukkan ke aplikasi Sitanjakmas untuk menentukan siapa yang layak dapat bantuan?” beliau menjawab:
“Saya tahu dari tetangga yang cerita kalau sekarang pendataan sudah pakai sistem aplikasi tapi tidak menjelaskan secara rinci, cuma dibilang data akan dikirim ke Dinas pakai sistem.” (Bu Dahlia pada hari Rabu, 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB).

Dari hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat (KPM) terlihat bahwa sebagian KPM sudah mengetahui penggunaan aplikasi Sitanjakmas dalam pendataan bantuan sosial, terutama melalui penjelasan langsung dari petugas Pendamping Sosial Masyarakat (PSM). Namun, ada juga KPM yang hanya mengetahui dari sumber tidak langsung seperti tetangga dan merasa penjelasan yang diterima kurang rinci. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan sosialisasi tentang aplikasi tersebut.
2. Tepat Sasaran
Setiap program bantuan sosial tentu memiliki tujuan utama, yaitu membantu masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi kurang mampu. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sistem pendataan dan penilaian yang dapat memberikan hasil yang akurat dan bisa dipercaya. Apalagi di tengah jumlah penerima yang banyak dan kondisi sosial yang beragam, proses seleksi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
Melalui aplikasi Sitanjakmas, proses penilaian kelayakan penerima bantuan sosial diharapkan menjadi lebih terarah dan transparan. Melalui penelitian ini, Penulis ingin melihat apakah penggunaan aplikasi ini benar-benar mampu meningkatkan ketepatan sasaran, serta apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Selain itu, dibahas juga berbagai kendala yang masih dihadapi pelaksana saat menilai dan menentukan siapa yang layak menerima bantuan. 
Mengenai kemampuan aplikasi untuk menjamin bantuan sosial tepat sasaran, penulis menanyakan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, ibuk drg. Hermiyati:
“Apakah aplikasi ini sudah bisa memastikan bantuan sosial tepat sasaran?” beliau menjawab:
"Aplikasi ini cukup membantu untuk mengurangi penerima yang tidak layak tapi untuk memastikan semua benar-benar tepat sasaran masih perlu dievaluasi lebih lanjut" (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Terkait fitur khusus untuk mencegah data ganda penulis menanyakan kepada ibuk drg. Hermiyati:
“Apakah ada fitur untuk mendeteksi data ganda atau manipulasi data?” beliau menjawab:
"Belum ada fitur khusus tapi karena data pakai NIK seharusnya bisa mencegah data ganda, untuk manipulasi juga belum tersedia fiturnya" (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Adapun terkait bantuan yang salah sasaran penulis menanyakan kepada ibuk drg. Hermiyati:
“Apakah pernah terjadi bantuan salah sasaran? Bagaimana cara memperbaikinya?” beliau menjawab:
"Masih ada kalau ditemukan penerima yang tidak layak kami minta kelurahan untuk musyawarah dulu kalau sudah terbukti tidak layak dibuat berita acara lalu kami tindak lanjuti lewat operator agar orang tersebut dinyatakan tidak layak di aplikasi" (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Selanjutnya terkait ruang pengaduan bagi masyarakat penulis menagajukan pertanyaan:
“Apakah tersedia ruang pengaduan bagi masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran?” beliau menjawab:
 "Ada masyarakat bisa datang langsung ke Dinas Sosial, atau lapor lewat SP4N Lapor, MPP, atau lewat media sosial Dinsospm" (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun aplikasi yang digunakan memberikan kemudahan terutama dalam verifikasi data dengan menggunakan NIK, namun fungsi aplikasi tersebut masih terbatas dalam hal fitur pencegahan data ganda dan manipulasi data secara otomatis. Mekanisme perbaikan penyaluran bantuan melalui musyawarah dan berita acara menunjukkan adanya intervensi manual yang masih diperlukan. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui ruang pengaduan menjadi aspek kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial, sesuai dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan program sosial yang diusung oleh teori pemerintahan yang baik (good governance).
Selanjutnya penulis  mewawancarai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus supervisor aplikasi Sitanjakmas bapak Juliadi, S.Kep., M.IP:
“Apakah data dari aplikasi ini langsung dijadikan dasar penerbitan SK penerima bantuan, atau masih perlu dicek ulang untuk menghindari kesalahan sasaran?” beliau menjawab:
"karena sudah menggunakan sistem jadi data yang dihasilkan sudah akurat. untuk data dari aplikasi langsung dicetak dan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan SK tidak dicek ulang lagi karena sistemnya sudah menilai secara otomatis berdasarkan isian data" (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB). 

Terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa Petugas Sosial Masyarakat (PSM) sesuai kondisi riil di lapangan penulis menayakan kepada bapak juliadi, S.Kep., M.IP:
“Setelah data dari aplikasi Sitanjakmas masuk dan diverifikasi, bagaimana bapak memastikan bahwa data tersebut benar-benar akurat dan hanya mencantumkan masyarakat yang layak menerima bantuan?” beliau menjawab:
"yang penting kita pastikan PSM mengisi data sesuai kondisi rill dilapangan karena hasil akhirnya tergantung dari data yang mereka input" (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).
Terkait mekanisme pembenahan data, di aplikasi Sitanjakmas penulis menanyakan kepada bapak Juliadi, S.Kep., M.IP:
“Apakah di aplikasi Sitanjakmas tersedia menu penilaian ulang untuk data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran? Siapa yang bisa mengaksesnya, dan apakah hasilnya benar-benar digunakan untuk memperbaiki data penerima dan dasar penerbitan SK?” beliau menjawab:
"Iya, ada menu penilaian ulang itu bisa diakses oleh supervisor hasilnya memang digunakan untuk perbaikan data dan jadi dasar penerbitan SK" (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Dalam pengawasan agar fitur penilaian ulang ini tidak disalahgunakan, penulis menanyakan kepada bapak Juliadi, S. kep., M.IP:
“Bagaimana pengawasan agar fitur ini tidak disalahgunakan?” beliau menjawab:
"Kita menjaga agar password akun tidak disebarkan ke sembarang orang hanya yang berkepentingan yang tahu aksesnya" (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Dari hasil waawancara diatas, penerbitan SK penerima bantuan berdasarkan data dari aplikasi Sitanjakmas sangat bergantung pada keakuratan input data oleh PSM dilapangan, didukung oleh sistem otomatis yang menilai kelayakan secara langsung tanpa pengecekan ulang manual. Mekanisme penilaian ulang dan perbaikan data oleh supervisor turut menjadi kontrol kualitas untuk memastikan data tepat sasaran. Pengamanan akses sistem merupakan langkah pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan fitur.
Selanjutnya penulis mewawancarai operator aplikasi Sitanjakmas ibuk  Radtal Bani dan ibuk Rosi Amd penulis menanyakan:
“Data masyarakat yang Anda input ke dalam aplikasi Sitanjakmas biasanya diperoleh dari mana? Jika Anda menemukan data yang tidak lengkap atau diragukan kebenarannya, apakah langsung dikirim ke PSM untuk diverifikasi, atau ada proses pengecekan terlebih dahulu? Bisa dijelaskan bagaimana alurnya?” mereka menjawab:
"Data yang saya input merupakan data penerima bantuan yang terdiri dari data P3KE dan data DTKS yang belum menerima bantuan setelah itu kelurahan melakukan musyawarah kelurahan (muskel) hasilnya baru dikirim ke kami, setelah saya terima data langsung saya input ke aplikasi tanpa ada pengecekan ulang lagi" (Radtal Bani pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB). 
"Data yang kami input berasal dari kelurahan hasil dari musyawarah kelurahan (muskel) kalau datanya sudah dikirim langsung saya input ke aplikasi tanpa dicek ulang jadi tidak ada proses pengecekan lagi" (Rosi Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Selanjutnya penulis menanyakan terkait kelengkapan data yang diinput kepada ibuk Radtal bani, A.Md:
“Kalau misalnya data yang dikirim ada yang kurang seperti RT tidak ditulis atau alamat itu bisa tetap di input?” beliau menjawab:
"Tetap bisa diinput meskipun ada yang tidak lengkap seperti RT nanti yang menilai layak atau tidak itu dari PSM saat verifikasi" (Radtal Bani pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB). 

Kemudian penulis menanyakan juga terkait kelengkapan data yang diinput ibuk Rosi Amd juga menyatakan:
“Kalau misalnya data yang dikirim ada yang kurang seperti RT tidak ditulis atau alamat itu bisa tetap di input?” beliau menjawab:
"Bisa walau ada data yang kurang seperti RT ataupun alamat tetap bisa dimasukkan ke aplikasi" (Rosi Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa proses pendataan dalam aplikasi Sitanjakmas sangat bergantung pada data yang berasal langsung dari musyawarah kelurahan tanpa ada proses pengecekan ulang oleh operator aplikasi sebelum data diinput. Validasi dan verifikasi data, termasuk untuk data yang tidak lengkap, menjadi tanggung jawab PSM setelah data masuk ke sistem. Pendekatan ini menunjukkan bahwa operator aplikasi lebih fokus sebagai inputter data berdasarkan informasi yang sudah disepakati di tingkat kelurahan, sementara validitas data diperiksa pada tahapan berikutnya.
Selanjutnya penulis  mewawancarai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ibuk Suzita SE, penulis menanyakan:
“Dalam melakukan verifikasi di lapangan, apakah Ibu memiliki indikator atau pedoman khusus dari Dinas Sosial yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kelayakan penerima bantuan agar tepat sasaran? Apa saja langkah yang biasanya Ibu lakukan untuk memastikan bahwa hasil verifikasi benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Kalau ada keraguan saat menilai biasanya ibu/bapak bagaimana?” beliau menjawab:
 "Iya, kami ada panduan dari Dinas seperti melihat kondisi rumah, penghasilan, jumlah tanggungan, biasanya kami juga tanya-tanya ke tetangga untuk memastikan informasi yang diberikan sesuai. Kalau ragu, saya catat dan konsultasikan dulu ke operator sebelum kirim hasilnya" (Suzita SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB). 

Kemudian terkait bukti dukung verifikasi penulis menanyakan kepada ibuk Suzita, SE :
“Saat Ibu menyerahkan hasil verifikasi kepada operator atau Dinas Sosial, apakah disertakan juga bukti pendukung seperti foto, surat keterangan, atau catatan kondisi rumah? Menurut Ibu, apakah bukti-bukti tersebut sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa data yang diverifikasi memang layak atau tidak layak menerima bantuan?” beliau menjawab:
"Iya, kami kirim foto rumah dan KK atau KTP dan titik koordinat saya rasa bukti itu cukup membantu menjelaskan kondisi warga" (Suzita SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB). 

Mengenai kesediaan warga yang difoto rumahnya, penulis menanyakan kepada Suzita SE:
“Apakah semua warga yang dikunjungi mau difoto rumahnya?” beliau menjawab:
"Hampir semua mau cuma kadang ada yang agak sungkan tapi setelah dijelaskan mereka mengerti" (Suzita SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB).

Begitu pula PSM ibuk Binawati penulis juga mengajukan pertanyaan:
“Dalam melakukan verifikasi di lapangan, apakah Ibu memiliki indikator atau pedoman khusus dari Dinas Sosial yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kelayakan penerima bantuan agar tepat sasaran? Apa saja langkah yang biasanya Ibu lakukan untuk memastikan bahwa hasil verifikasi benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Kalau ada keraguan saat menilai biasanya ibu/bapak bagaimana?” beliau menjawab:
 "Ada pedomannya seperti kondisi bangunan rumah, pekerjaan kepala keluarga, dan jumlah tanggungan. Biasanya saya juga lihat keadaan sekeliling, dan kalau perlu tanya ke tetangga supaya tidak salah ambil keputusan. Kalau ragu, saya lebih baik catat dulu dan konfirmasi ke operator atau tunda pengirimannya sampai yakin" (Binawati pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB). 

Mengenai bukti pendukung dan kesedian warga untuk di foto rumahnya penulis juga mengajukan pertanyaan itu kepada ibuk Binawati:
“Saat Ibu menyerahkan hasil verifikasi kepada operator atau Dinas Sosial, apakah disertakan juga bukti pendukung seperti foto, surat keterangan, atau catatan kondisi rumah? Menurut Ibu, apakah bukti-bukti tersebut sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa data yang diverifikasi memang layak atau tidak layak menerima bantuan? Apakah semua warga yang dikunjungi mau difoto rumahnya?” beliau menjawab:
 "Iya saya selalu foto rumah dan KK menurut saya itu sudah cukup kuat buat jadi dasar penilaian. Mengenai kesediaan warga yang difoto sebagian besar mau tapi ada juga yang malu, kalau dijelaskan bahwa itu bagian dari syarat verifikasi biasanya mereka bisa paham" (Binawati pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB).

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa PSM melaksanakan verifikasi dengan mengacu pada pedoman dari Dinas Sosial yang meliputi observasi kondisi rumah, pekerjaan kepala keluarga, dan jumlah tanggungan. Langkah pengecekan dengan lingkungan sekitar dan konsultasi saat ragu memastikan keakuratan data. Bukti pendukung berupa foto dan dokumen identitas memperkuat hasil verifikasi. 
Selanjutnya penulis mewawancarai keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu Bu Mutiah, penulis menanyakan:
“Apakah benar sebelumnya ada petugas (PSM) yang datang ke rumah Ibu/ untuk mendata? Kalau iya, apakah menurut Ibu/Bapak pendataan itu sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya? Waktu didata oleh PSM, apakah Ibu diberitahu soal apa saja yang dinilai seperti kondisi rumah, jumlah tanggungan, atau penghasilan? atau langsung menilai tanpa penjelasan?” beliau menjawab:
 "Iya datang menurut saya sesuai karena yang ditanya juga keadaan rumah, jumlah tanggungan, dan penghasilan serta juga dijelaskan jadi kami ngerti kenapa ditanya-tanya begitu" (Bu Mutiah pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB). 
Selain itu, terkait dengan dampak bantuan yang diterima penulis mengajukan pertanyaan kepada bu mutiah:
“Setelah didata oleh PSM, apakah Ibu menerima bantuan sosial dari pemerintah? Kalau iya, apakah bantuan itu bisa membantu kebutuhan dan ekonomi keluarga Ibu?” beliau menjawab:
"Iya, saya dapat bantuan alhamdulillah sangat membantu apalagi buat beli kebutuhan sehari-hari". (Bu Mutiah pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB).

Selanjutnya penulis juga menanyakan mengenai ketepatan sasaran kepada bu mutiah:
“Menurut Ibu, apakah masih ada orang yang seharusnya tidak layak tapi tetap dapat bantuan, atau sebaliknya?” beliau menjawab:
"Kayaknya masih ada kadang tetangga yang rumahnya bagus malah dapat yang susah malah nggak dapat" (Bu Mutiah pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB). 

	Mengenai ketelitian petugas, penuis menanyakan kepada bu mutia:	
“Apakah menurut ibu, petugas PSM cukup teliti dalam melihat kondisi rumah dan keluarga ibu saat mendata?” beliau menjawab:
"Iya cukup teliti PSMnya masuk ke rumah tanya satu-satu soal anggota keluarga dan penghasilan" (Bu Mutiah pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB).

Kemudian penulis juga mewawancarai KPM lainnya  yaitu Bu Dahlia, penulis menanyakan:
“Apakah benar sebelumnya ada petugas (PSM) yang datang ke rumah Ibu/ untuk mendata? Kalau iya, apakah menurut Ibu/Bapak pendataan itu sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya? Waktu didata oleh PSM, apakah Ibu diberitahu soal apa saja yang dinilai seperti kondisi rumah, jumlah tanggungan, atau penghasilan? atau langsung menilai tanpa penjelasan?” beliau menjawab:
"Iya datang tapi menurut saya ada yang kurang karena cuma tanya sebentar dan gak masuk rumah dan gak dijelasin rinci, cuman dijelaskam dinilai berdasarkan gaji, keadaan rumah jadi saya juga gak ngerti indikatornya apa aja" (Bu Dahlia pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB). 

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada bu dahlia :
“Setelah didata oleh PSM, apakah Ibu menerima bantuan sosial dari pemerintah? Kalau iya, apakah bantuan itu bisa membantu kebutuhan dan ekonomi keluarga Ibu?” beliau menjawab:
 "Iya saya dapat bantuan itu sangat membantu buat beli beras dan keperluan sekolah anak" (Bu Dahlia pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB).

Kemudian, terkait ketepatan sasaran penulis juga menanyakan kepada bu dahlia:
“Menurut Ibu, apakah masih ada orang yang seharusnya tidak layak tapi tetap dapat bantuan, atau sebaliknya?” beliau menjawab:
"Iya, ada yang rumahnya bagus tapi masih dapat sementara yang benar-benar susah kadang belum dapat" (Bu Dahlia pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB). 

Mengenai ketelitian peugas penulis juga mengajukan pertanyaaan kepada bu dahlia:
“Apakah menurut bapak/ibu, petugas PSM cukup teliti dalam melihat kondisi rumah dan keluarga ibu saat mendata?” beliau menjawab:
"Belum karena petugas hanya sebentar mendata seharusnya tanya lebih banyak" (Bu Dahlia pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB).

Penjelasan ini memperlihatkan kompleksitas peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pelaksanaan pendataan dan penyaluran bantuan sosial. PSM berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan pemerintah. Mereka memiliki tugas penting untuk melakukan verifikasi secara langsung di tingkat rumah tangga agar data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan kondisi nyata. Keterlibatan PSM harus menjamin bahwa keluarga yang benar-benar membutuhkan dapat tersentuh oleh program bantuan sosial sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial tercapai.
Namun, dari pengalaman yang disampaikan oleh Bu Dahlia, terlihat bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Pendataan yang dilakukan terkadang hanya berlangsung singkat tanpa pendalaman yang cukup. Hal ini berdampak pada ketidaklengkapan data dan kurangnya pemahaman KPM terhadap indikator yang digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Ketidakjelasan kriteria penilaian juga mengakibatkan beberapa keluarga yang dianggap kurang layak tetap menerima bantuan sementara yang lebih membutuhkan belum tersentuh.
Kondisi ini sejalan dengan berbagai studi dan regulasi yang mengakui bahwa PSM sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia, serta dukungan pelatihan yang memadai. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019, PSM tidak hanya berperan sebagai enumerator data, tetapi juga sebagai motivator dan pembimbing sosial yang harus membangun kepercayaan masyarakat dan mendampingi mereka dalam proses memperoleh bantuan. Dengan demikian, keterampilan komunikasi, ketelitian dalam wawancara, serta pemahaman mendalam terhadap indikator sosial ekonomi menjadi sangat esensial bagi keberhasilan tugas PSM.
3. Tepat waktu
Tepat waktu digunakan untuk melihat apakah proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial melalui aplikasi Sitanjakmas sudah dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Ketepatan waktu sangat penting agar bantuan bisa segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Jika prosesnya cepat dan sesuai jadwal, maka pelaksanaan program akan lebih efisien. Namun jika ada keterlambatan, hal itu bisa memengaruhi tahapan berikutnya, bahkan menyebabkan bantuan datang terlambat. Karena itu, melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah aplikasi Sitanjakmas benar-benar membantu mempercepat proses kerja atau justru masih ada kendala yang menghambatnya.
Pertama penulis mengajuka pertanyaan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ibuk drg. Hermiyati , terkait percepatan proses pendataan dan penetapan penerima bantuan setelah menggunakan aplikasi sitanjakmas:
“Apakah aplikasi ini mempercepat proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dibandingsistem manual? Bagian mana yang paling berdampak?” beliau menjawab:
“Iya, prosesnya jadi lebih cepat tidak perlu kumpulkan banyak berkas verifikasi juga lebih mudah karena sudah ada foto KTP, rumah, dan titik koordinat. Untuk yang paling berdampak itu dibagian verifikasi jadi lebih efisien," (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Selanjutnya terkait kecepatan jaringan penulis mengajukan pertanyaan kepada ibuk drg. Hermiyati:
“Apakah semua wilayah di dumai bisa menggunakan aplikasi ini dengan kecepatan yang sama?” beliau menjawab:
"Belum bisa semua, ada daerah yang jaringan internetnya masih lemah, seperti Kelurahan Sungai Geniot dan Batu Teritip di sana kadang sinyal tidak stabil atau bahkan hilang sama sekali," (drg. Hermiyati juga pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Kemudian terkait Kendala lain yang menyebabkan keterlambatan dalam input data atau verifikasi penulis mengajukan pertanyaan kepada ibuk drg hermiyati:
“Jika terjadi keterlambatan dalam input data atau verifikasi bagaiaman solusinya?” beliau menjawab:
 "Kami atasi dengan memberi pengingat kepada PSM agar cepat menyelesaikan tugasnya kami juga melakukan evaluasi kerja mereka tapi hanya 1 (satu) kali dalam satu tahun," (drg. Hermiyati juga pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi sitanjakmas oleh Dinas Sosial Kota Dumai memang mempercepat proses pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial terutama dari sisi efisiensi verifikasi data dengan adanya foto KTP, gambar rumah, dan koordinat lokasi yang memudahkan validasi. Namun, aplikasi ini masih menghadapi kendala di wilayah dengan jaringan internet kurang baik yang menyebabkan ketimpangan kecepatan penggunaan di beberapa daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan ketidakhadiran warga saat verifikasi juga berpengaruh terhadap kelancaran proses yang diatasi dengan pengingat dan evaluasi tahunan terhadap petugas.
Kemudian penulis mewawancarai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus supervisor aplikasi Sitanjakmas bapak Juliadi, S.Kep., M.IP, penulis menanyakan:
“Selama penggunaan aplikasi Sitanjakmas, apakah proses pendataan dan verifikasi oleh PSM dan operator biasanya berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan? Jika terjadi keterlambatan, di tahapan mana hal itu sering terjadi dan apa saja penyebab utamanya?” beliau menjawab:
"Berjalan sesuai jadwal tapi juga ada sesekali mundur biasanya yang telat itu pas verifikasi lapangan karena masalah jaringan internet, aplikasi error, atau PSMnya sedang ada kegiatan lain." (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB). 

Selanjutnya terkait Evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Sitanjakmas penulis menanyakan kepada bapak Juliadi, S.Kep., M.IP:
“Apakah sudah ada evaluasi rutin?” beliau menjawab:
"Belum ada evaluasi rutin setiap bulan selama ini baru satu kali dalam setahun evaluasi dilakukan secara menyeluruh." (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin, 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan terkiat fitur notifikasi pengingat yang muncul pada akun PSM kepada bapak Juliadi, S.Kep., M.IP: 
“Apakah dalam aplikasi Sitanjakmas terdapat fitur pengingat atau notifikasi yang membantu memastikan proses verifikasi dan input data dilakukan tepat waktu? Fitur ini muncul di akun siapa? Menurut bapak, apakah fitur ini sudah cukup membantu mempercepat penyelesaian tugas di lapangan?” beliau menjawab:
"Iya, ada notifikasi pengingat tapi hanya muncul di akun PSM. fitur ini cukup membantu agar mereka tahu data mana yang belum dikerjakan." (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin, 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB). 

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan terkait saran untuk fitur pengingat kepada bapak Juliadi, S.Kep., M.IP:
“Apakah ada saran dari bapak untuk fitur pengingat ini?” beliau menjawab:
"Mungkin ke depan bisa ditambah ke semua akun supaya lebih lengkap lagi, tapi untuk sekarang sudah lumayan membantu." (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan lagi kepada bapak Juliadi, S.Kep., M.IP:
“Apakah tersedia menu cetak data hasil verfiikasi supaya lebih cepat proses penyaluran bantuan? Jika tidak bagaimana mencetak datanya?” beliau menjawab:
"Belum tersedia, untuk cetak data kami langsung koordinasi dengan pembuat aplikasinya yaitu orang diskominfo untuk mencetak hasil verifikasinya." (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin, 21 Juli 2025, pukul 09.32 WIB).

Dari hasil wawancara, penggunaan aplikasi Sitanjakmas relatif berjalan lancar sesuai jadwal, dengan hambatan utama pada verifikasi lapangan karena kendala teknis dan faktor sumber daya manusia. Evaluasi aplikasi perlu dijadwalkan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, dan pengembangan fitur notifikasi yang lebih menyeluruh dapat meningkatkan efisiensi proses pendataan. Sedangkan pengadaan fitur cetak data hasil verifikasi di aplikasi akan mempercepat proses penyaluran bantuan secara langsung tanpa harus mengandalkan koordinasi terpisah.
Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada operator aplikasi Sitanjakmas ibuk radtal bani dan ibuk rosi:
“Apakah dalam aplikasi Sitanjakmas sudah ditentukan batas waktu untuk menginput data calon penerima bantuan sebelum data itu diverifikasi oleh PSM? Apakah batas waktu itu muncul juga di akun Anda?” mereka menjawab:
"Di aplikasinya tidak ada batas waktu yang muncul tapi saya biasanya diberi tahu langsung supaya cepat selesai. Kadang juga ada kendala karena kelurahan lambat menyerahkan hasil muskel, jadi input data juga ikut tertunda." (Radtal Bani pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB). 

"Di aplikasi tidak ada batas waktunya tapi biasanya dikasih tahu langsung." (Rosi, Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Kemudian terkait Keterlambatan pengiriman data dari pihak kelurahan penulis mengajukan pertanyaan kepada ibuk Radtal bani, A.Md dan ibuk Rosi, A.Md:
“Kalau dari pihak kelurahan terlambat memberikan data, apakah itu mempengaruhi proses selanjutnya?” mereka  menjawab:
 "Iya, tentu saja kalau saya lambat input karena kelurahan lambat kasih data maka proses selanjutnya seperti verifikasi PSM dan pencetakan hasil juga ikut tertunda." (Radtal Bani pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB). 

"Iya, jadi semua proses tertunda kalau input data lambat nanti verifikasi juga ikut lambat." (Rosi, Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai efisiensi penggunaan aplikasi Sitanjakmas dibandingkan cara manual kepada kedua operator, ibuk radtal bani, A.Md dan ibuk rosi, A.Md:
“Menurut anda apakah penggunaan aplikasi sitanjakmas membuat proses penginputan menjadi lebih bcepat dibandingkan cara manual sebelumnya? Bisa jelaskan bagaimana perbedaannya?” mereka maenjawab:
"Kalau dibandingkan cara manual dulu sekarang memang lebih cepat karena kita tinggal input dan langsung tersimpan tapi tetap tergantung juga dari kelurahan kalau datanya lambat masuk ya tetap tertunda juga." (Radtal Bani pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB).
"Lebih cepat karena langsung masuk sistem dulu harus nulis manual kadang datanya hilang tapi sekarang tetap harus tunggu kelurahan kirim data dulu, baru bisa kerja." (Rosi, Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun aplikasi Sitanjakmas tidak menyediakan fitur batas waktu input data secara otomatis, penginputan tetap diawasi dan dikomunikasikan secara langsung untuk mempercepat proses. Keterlambatan data dari kelurahan menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran proses, termasuk verifikasi dan pencetakan hasil. Adopsi aplikasi ini memang mempercepat penginputan data dibandingkan metode manual, tetapi prosesnya masih sangat bergantung pada kecepatan pengiriman data dari pihak kelurahan.
Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ibuk Suzita, SE terkait waktu verifikasi faktor penyebab keterlambatan:
“Ibu melakukan verifikasi data di lapangan, apakah ada batas waktu tertentu dari Dinas Sosial atau aplikasi Sitanjakmas untuk menyelesaikannya? Menurut Ibu, apakah waktu yang diberikan itu cukup untuk melakukan verifikasi dengan baik? Jika pernah terlambat, apa saja faktor yang biasanya menyebabkan keterlambatan tersebut?” beliau menjawab:
 "Biasanya ada batas waktu, sekitar beberapa hari kalau orangnya mudah ditemui cukup waktunya tapi kalau terlambat biasanya karena orangnya susah ditemukan atau sudah pindah rumah. (Suzita, SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB).

Kemudian terkait keterbatasan waktu saat melakukan verifikasi penulis menanyakan kepada ibuk Suzita, SE:
“Kalau waktu mepet apakah ibu/bapak tetap kunjungi semua atau hanya yang bisa dijangkau?” beliau menjawab:
" Ketika waktu mepet saya tetap usahakan semua dikunjungi, walau kadang harus bolak-balik ke rumah warga. (Suzita, SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB).

Selanjutnya untuk ketersediaan fitur pengingat dan tampilan munculnya penulis menanyakan:
“Apakah di akun ibu ada fitur yang memberi tahu batas waktu akhir verifikasi, seperti pengingat atau penanda tanggal? Jika ada  Apakah fitur ini dapat menjadi pengingat untuk  menyelesaikan verifikasi tepat waktu? Apakah pengingat itu muncul otomatis atau harus dibuka dulu aplikasinya?” beliau menjawab:
" Di aplikasi Sitanjakmas ada, di aplikasi biasanya muncul tenggat waktunya Itu sangat membantu untuk jadi pengingat agar tidak lupa menyelesaikan tugas." Namun, biasanya harus dibuka dulu aplikasinya, tapi begitu dibuka langsung kelihatan." (Suzita, SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB).

Demikian pula penulis juga menanyakan kepada ibuk Binawati:
“Ibu melakukan verifikasi data di lapangan, apakah ada batas waktu tertentu dari Dinas Sosial atau aplikasi Sitanjakmas untuk menyelesaikannya? Menurut Ibu, apakah waktu yang diberikan itu cukup untuk melakukan verifikasi dengan baik? Jika pernah terlambat, apa saja faktor yang biasanya menyebabkan keterlambatan tersebut?” beliau menjawab:
 "Ada batas waktunya, dan biasanya cukup tapi kadang terlambat karena alamatnya tidak lengkap, orangnya susah ditemui, atau ternyata sudah pindah atau meninggal dunia jadi butuh waktu lebih lama buat memastikan. (Binawati pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB).

Selanjutnya terkait waktu yang singkat saat melakukan verifikasi penulis juga menanyakan kepada ibuk Binawati:
“Kalau waktu mepet apakah ibu/bapak tetap kunjungi semua atau hanya yang bisa dijangkau?” beliau menjawab:
" Jika waktu terbatas saya tetap kunjungi semuanya kalau bisa semuanya harus selesai diverifikasi." (Binawati pada hari Sabtu 25 Juli 2025 pukul 12.15 WIB).

Kemudian mengenai fitur pengingat di aplikasi dan kapan ditampilkan penulis juga menanyakan kepada ibuk Binawati:
“Apakah di akun ibu ada fitur yang memberi tahu batas waktu akhir verifikasi, seperti pengingat atau penanda tanggal? Jika ada  Apakah fitur ini dapat menjadi pengingat untuk  menyelesaikan verifikasi tepat waktu? Apakah pengingat itu muncul otomatis atau harus dibuka dulu aplikasinya?” beliau menjawab:
 "Ada, biasanya di aplikasi muncul batas waktunya itu sangat membantu supaya saya bisa atur jadwal verifikasi. Namun harus dibuka dulu aplikasinya tapi setelah dibuka langsung kelihatan di bagian atas data." (Binawati pada hari Sabtu 25 Juli 2025 pukul 12.15 WIB).

Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah bahwa PSM mengalami batas waktu tertentu dari Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data dengan adanya fitur pengingat dari aplikasi Sitanjakmas yang membantu dalam mengatur waktu. Namun, keterlambatan masih terjadi terutama disebabkan oleh hambatan antara lain orang yang sulit ditemukan, alamat yang tidak lengkap, atau perubahan status seperti pindah atau meninggal dunia sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan. Meski demikian, PSM berupaya keras untuk menyelesaikan semua verifikasi tepat waktu meskipun harus mengunjungi beberapa kali.
Kemudian penulis mewawancarai KPM yaitu  Bu Mutiah, penulis menanyakan:
“Apakah menurut Ibu, sejak adanya aplikasi Sitanjakmas, proses pendataan dan pemberian bantuan jadi lebih cepat dibanding dulu?” beliau menjawab:
"saya belum pernah mendapatakan bantuan tapi sepertinya sudah lebih cepat, gak nunggu lama seperti dulu." (Bu Mutiah pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB). 

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada bu mutia:
“Sebelum ada aplikasi Sitanjakmas, apakah Ibu pernah merasa penyaluran bantuan datang terlambat?” beliau menjawab:
"Dulu sering telat kalau saya lihat ketika tetangga saya dapat bantuan kalau sekarang lebih tepat waktu." (Bu Mutiah pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB).

Sementara itu, penulis juga menanyakan kepada KPM lainnya yaitu Bu Dahlia:
“Apakah menurut Ibu, sejak adanya aplikasi Sitanjakmas, proses pendataan dan pemberian bantuan jadi lebih cepat dibanding dulu?” beliau menjawab:
"Belum terasa banget bedanya, kadang saya rasa juga masih lama." (Bu Dahlia pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB).

Kemudian penulis juga menanyakan kepada bu Dahlia mengenai keterlambatan penyaluran bantuan:
“Sebelum ada aplikasi Sitanjakmas, apakah Ibu pernah merasa penyaluran bantuan datang terlambat?” beliau menjawab:
"Kalau dulu saya lihat tetangga yang dapat prosesnya lama, sekarang kadang telat juga tapi sudah lumayan cepat lah dari pada sebelumnya." (Bu Dahlia pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara ini terlihat bahwa aplikasi Sitanjakmas dianggap membantu mempercepat proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial, meskipun ada perbedaan persepsi di antara penerima manfaat terkait signifikan atau tidaknya perubahan tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang ditemukan dalam literatur terkait aplikasi Sitanjakmas yang diluncurkan oleh pemerintah kota Dumai sebagai inovasi untuk mempermudah verifikasi dan validasi data melalui proses online sehingga lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran dibandingkan sebelum ada aplikasi yang prosesnya manual dan memakan waktu lebih lama.
4. Tercapainya tujuan
Sebuah program atau kebijakan yang dirancang oleh pemerintah tentu memiliki arah dan sasaran yang ingin diwujudkan salah satunya ialah penyaluran bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan bantuan, dan pengurangan angka kemiskinan. Keberhasilan program bukan hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Penggunaan aplikasi Sitanjakmas merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya tujuan program secara lebih efektif dan terukur. Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat apakah aplikasi tersebut sudah membantu mewujudkan sasaran program, mulai dari kemudahan proses, ketepatan penilaian, hingga manfaat yang diterima langsung oleh warga yang membutuhkan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai drg. Hermiyati, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Apakah aplikasi sitanjakmas sudah mencapai tujuan awalnya?” beliau menjawab:
"Sudah sangat membantu, proses jadi lebih cepat dan data lebih jelas" (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB). 

Selain itu, penulis juga megajukan pertanyaan lagi kepada ibuk drg. hermiyati:
“Apakah aplikasi ini berdampak pada perencanaan program bantuan sosial?” beliau menjawab:
"iya sangat berdampak, sebab data dari aplikasi ini bisa dijadikan acuan untuk menyusun program bantuan ke depan" (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 ukul 14.41 WIB). 

Kemudian penulis juga mengajukan lagi pertanyaan kepada ibuk drg. hermiyati:
“Apa yang sudah berhasil dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan?” beliau menjawab:
 "Yang sudah berhasil adalah pembaruan data kemiskinan dan aplikasi yang memudahkan pendataan. Namun masih perlu ditingkatkan agar bisa mengikuti aturan terbaru dan lebih lengkap" (drg. Hermiyati pada hari Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak Juliadi, S.Kep., M.IP, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Menurut bapak, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas sejauh ini sudah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu proses penilaian kelayakan penerima bantuan agar lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran?” beliau menjawab:
"Kalau dilihat dari sekarang sudah mulai tercapai karena proses lebih cepat, data lebih rapi, dan bantuan bisa disalurkan lebih cepat" (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).
 
Selanjutnya, terkait contoh hasil nyata dari aplikasi tersebut penulis mengajukan pertanyaan lagi kepada bapak Juliadi, S.Kep., M.IP:
“Apa contoh hasil nyatanya pak?” beliau menjawab:
"Kalau dulu bantuan bisa lama dibagikan karena nunggu rekap manual sekarang prosesnya lebih cepat karena datanya langsung keluar dari aplikasi" (Juliadi, S.Kep., M.IP pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sitanjakmas sudah mulai berhasil mencapai tujuan awalnya, yaitu membantu proses penilaian kelayakan penerima bantuan secara lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan proses yang menjadi lebih cepat dan data yang tersusun lebih rapi, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan informasi untuk penyaluran bantuan. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan bantuan disalurkan dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, proses penyaluran bantuan sering tertunda karena harus menunggu rekap manual yang memakan waktu. Namun dengan adanya fitur langsung keluarnya data dari aplikasi, proses pendistribusian menjadi lebih efisien dan tidak lagi terlambat.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibuk Radtal bani, A.Md, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Menurut Anda sebagai operator, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas sudah membantu dinas dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempermudah, mempercepat, dan memastikan proses penilaian kelayakan penerima bantuan berjalan lebih transparan dan akurat? Bisa Anda jelaskan bagaimana peran Anda dalam hal ini?” beliau menjawab:
"Saya rasa aplikasi ini sudah cukup membantu tapi tetap perlu ditingkatkan lagi terutama proses verifikasi oleh PSM karena titik utamanya ada di situ peran saya hanya input data kalau verifikasinya kurang maksimal ya hasilnya bisa tidak sesuai juga." (Radtal Bani, A.Md pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB).

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan lagi kepada ibuk Radtal Bani, A.Md terkait apa yang perlu ditingkatkan:
“Menurut ibu apa yang perlu ditingkatkan supaya tujuan aplikasi ini benar-benar tercapai?” beliau menjawab:
"Kalau bisa proses verifikasi diperjelas lagi dan PSM juga lebih sering dilatih supaya semua tahapan bisa berjalan lancar dan data yang keluar benar-benar tepat." (Radtal Bani, A.Md pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibuk Rosi, A.Md, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Menurut Anda sebagai operator, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas sudah membantu dinas dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempermudah, mempercepat, dan memastikan proses penilaian kelayakan penerima bantuan berjalan lebih transparan dan akurat? Bisa Anda jelaskan bagaimana peran Anda dalam hal ini dan menurut ibu apa yang perlu ditingkatkan supaya tujuan aplikasi ini benar-benar tercapai?” beliau menjawab: 
"Menurut saya aplikasi ini sudah cukup membantu apalagi dalam mempercepat penginputan data karena peran saya hanya menginput data dan memantau hasil verifikasi tapi kalau soal kejelasan data yang layak atau tidak saya rasa masih kurang. Kalau bisa proses verifikasi lebih jelas dan PSM juga dikasih pelatihan lebih karena yang memverifikasi mereka jadi semua proses bisa jalan lebih bagus dan tujuan aplikasi bisa tercapai." (Rosi, Amd pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi Sitanjakmas berperan signifikan dalam mempercepat dan mempermudah proses input dan pemantauan data penerima bantuan sosial, namun masih terdapat kendala utama pada proses verifikasi yang dipegang oleh PSM. Optimalisasi hasil aplikasi sangat bergantung pada kualitas verifikasi data. 
Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ibuk Suzita, SE, penulis menanyakan: 
“Menurut Ibu, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas selama ini sudah membantu dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan sosial? Apakah hasil verifikasi yang dilakukan melalui aplikasi ini sudah sesuai dengan tujuan utama program bantuan sosial, yaitu membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan?” beliau menjawab:
"Iya, aplikasi ini cukup membantu karena datanya bisa langsung dikirim dan diproses jadi yang benar-benar layak lebih cepat diketahui tapi untuk ketepatan hasilnya nya masih belum bisa dipastikan tepat karena masih ada juga masyarakat yang komplain." (Suzita, SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB). 

Terkait keberatan warga yang tidak terdata penulis mengajukan pertanyaan lagi kepada ibuk Suzita, SE:
“Apakah pernah ada warga yang protes karena tidak terdata?” beliau menjawab:
"Pernah, tapi setelah dijelaskan mereka bisa mengerti kenapa tidak masuk." (Suzita, SE pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB).

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan PSM lainnya yaitu ibuk Binawati, penulis menanyakan kepada beliau:
“Menurut Ibu, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas selama ini sudah membantu dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan sosial? Apakah hasil verifikasi yang dilakukan melalui aplikasi ini sudah sesuai dengan tujuan utama program bantuan sosial, yaitu membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan?” beliau menjawab:

"Iya, dengan adanya aplikasi ini jadi lebih gampang untuk menilai siapa yang benar-benar layak karena datanya bisa langsung masuk sistem dan tidak pakai kertas-kertas lagi jadi lebih cepat juga diproses." (Binawati pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB). 

Kemudian mengenai keluhan warga yang tidak terdata penulis juga mengajukan pertanyaan lagi kepada ibuk Binawati:
“Apakah pernah ada warga yang protes karena tidak terdata?” beliau menjawab:
"Pernah juga, tapi saya jelaskan bahwa kita hanya mengisi sesuai kondisi di lapangan." (Binawati pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sitanjakmas memang membantu mempercepat dan mempermudah proses verifikasi penerima bantuan sosial, terutama dalam menentukan siapa yang layak sesuai tujuan program. Namun, ketepatan data masih menjadi tantangan karena masih ditemukan keluhan dari masyarakat. Komunikasi dan penjelasan kepada warga yang tidak terdata penting untuk mengurangi protes dan menumbuhkan pemahaman.
Selanjutnya penulis mewawancarai Bu Mutiah selaku keluarga penerima manfaat terkait apakah aplikasi sitanjakmas sudah membantu dalam menentukan siapa yang layak, penulis menanyakan:
“Menurut Ibu, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas selama ini sudah membantu dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan sosial?” beliau menjawab:

"Iya cukup membantu karena yang dapat sekarang kebanyakan memang orang yang butuh." (Bu Mutiah pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB). 

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan KPM lainnya yaitu bu dahlia, penulis menanyakan:
“Menurut Ibu, apakah penggunaan aplikasi Sitanjakmas selama ini sudah membantu dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan sosial?” beliau menjawab:
 "Masih perlu perbaikan karena masih ada orang mampu yang dapat bantuan." (Bu Dahlia pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB).


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Mutiah dan Bu Dahlia, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang digunakan sudah cukup membantu dalam menentukan penerima manfaat yang memang membutuhkan, sehingga menunjukkan efektivitas aplikasi tersebut dalam penyaluran bantuan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penerapan aplikasi, terutama terkait ketepatan sasaran, karena  masih ada penerima bantuan yang sebenarnya mampu.
5. Perubahan nyata
Program yang baik bukan hanya terlihat dari perencanaannya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah apakah ada perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat setelah program dijalankan. Jika dikaitkan dengan bantuan sosial, perubahan nyata bisa berupa kemudahan akses bantuan, peningkatan kualitas hidup, hingga tumbuhnya kepercayaan terhadap pelayanan publik.
Melalui penerapan aplikasi Sitanjakmas, pemerintah berharap proses penilaian penerima bantuan menjadi lebih tertib, adil, dan efisien. Penulis mencoba menelusuri apakah keberadaan aplikasi ini membawa dampak yang jelas bagi pelaksana dan masyarakat, baik dari sisi kemudahan dalam bekerja, keakuratan data, maupun hasil yang lebih cepat dan transparan. Perubahan yang nyata akan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini memang memberi nilai tambah dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ibuk drg. Hermiyati, penulis menanyakan:
“Apa perubahan nyata yang terlihat sejak menggunakan aplikasi ini?” beliau menjawab:
 "Jumlah penerima yang tidak layak sudah mulai berkurang proses pembaruan data juga jadi lebih cepat dan mudah" (drg. Hermiyati, Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB). 

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan lagi dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ibuk drg. Hermiyati:
“Apakah prosesnya menjadi lebih cepat, data lebih akurat, atau pelayanan ke masyarakat lebih transparan dibandingkan sebelumnya?” beliau menjawab:
"Iya, sekarang prosesnya jauh lebih cepat dan akurat dibanding cara lama yang masih manual" (drg. Hermiyati, Jumat 25 Juli 2025 pukul 14.41 WIB).

Kesimpulannya, penerapan aplikasi baru dalam pelayanan sosial di Kota Dumai telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administratif, mengurangi jumlah penerima bantuan yang tidak layak, dan mempercepat pembaruan data. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat mendukung transparansi dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan metode manual sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus Supervisor Aplikasi Sitanjakmas bapak Juliadi, S.Kep., M.IP penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Setelah penggunaan aplikasi Sitanjakmas, apakah bapak melihat ada perubahan nyata dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial dibandingkan dengan cara manual sebelumnya?” beliau menjawab:
"Iya, perubahan cukup terasa sekarang prosesnya lebih cepat, data lebih akurat, dan mengurangi data yang ganda atau penerima yang sudah meninggal masih tercatat." (Juliadi, S.Kep., M.IP, Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB). 

Selanjutnya penulis mengajukan lagi pertanyaan kepada bapak Juliadi, S.Kep., M.IP, penulis menanyakan:
“Apakah penyaluran bantuannya jadi lebih tepat?” beliau menjawab:
"Iya, karena sistem sudah membantu menyaring data sesuai kriteria jadi bantuan lebih tepat sasaran dan tepat waktu juga." (Juliadi, S.Kep., M.IP, Senin 21 Juli 2025 pukul 09.32 WIB). 

Jadi, disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sitanjakmas telah membawa perubahan nyata dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Kota Dumai. Perubahan ini tidak hanya menyangkut efisiensi proses, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial, di mana bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan lebih cepat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, digitalisasi melalui aplikasi ini telah menjadi solusi konkret dalam menjawab permasalahan pendataan sosial yang sebelumnya sering menimbulkan ketimpangan dan keluhan dari masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan operator aplikasi sitanjakmas, ibuk Radtal bani, A.md, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Sejak diterapkannya aplikasi Sitanjakmas, apakah Anda melihat ada perubahan nyata dalam proses pendataan misalnya dari segi kecepatan input data, keakuratan informasi, atau kemudahan dalam memantau hasil verifikasi oleh PSM dibandingkan dengan cara manual yang digunakan sebelumnya?” beliau menjawab:
"Iya, saya lihat ada perubahan yang jelas sekarang prosesnya lebih cepat dan lebih mudah dipantau kalau dulu masih pakai manual harus tulis satu-satu dan nunggu lama sekarang tinggal buka aplikasi semua sudah terekam dan bisa langsung dicek." (Radtal Bani, A.Md, Senin 21 Juli 2025 pukul 10.05 WIB).

Selanjutnya  penulis menanyakan pertanyaan yang sama dengan operator aplikasi sitanjakmas lainnya, ibuk Rosi, A.md, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Sejak diterapkannya aplikasi Sitanjakmas, apakah Anda melihat ada perubahan nyata dalam proses pendataan misalnya dari segi kecepatan input data, keakuratan informasi, atau kemudahan dalam memantau hasil verifikasi oleh PSM dibandingkan dengan cara manual yang digunakan sebelumnya?” beliau menjawab:
 "Kalau dibandingkan dulu sekarang lebih cepat dan data lebih rapi karena langsung masuk ke sistem dulu waktu masih manual sering data hilang atau berulang tapi sekarang kadang juga masih terlambat kalau data dari kelurahan belum dikirim jadi walaupun aplikasi ini sudah bagus pelaksanaannya masih perlu diperbaiki lagi." (Rosi, A.Md, Senin 21 Juli 2025 pukul 10.25 WIB).


Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Sitanjakmas memberikan dampak positif berupa percepatan proses input data, peningkatan keakuratan informasi dengan mengurangi kehilangan dan pengulangan data, serta kemudahan dalam memantau hasil verifikasi secara real-time dibandingkan metode manual sebelumnya. Namun, masih terdapat kendala operasional, khususnya terkait keterlambatan pengiriman data dari kelurahan yang memerlukan perbaikan agar pelaksanaan aplikasi menjadi lebih optimal.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PSM, ibuk Suzita, SE, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau:
“Setelah Ibu menggunakan aplikasi Sitanjakmas dalam proses verifikasi, apakah ada perubahan nyata di lapangan, misalnya dari segi keakuratan data penerima bantuan atau kemudahan verifikasi data? Bisa Ibu ceritakan perubahan apa yang paling terlihat sejak aplikasi ini digunakan?” beliau menjawab:
"Perubahannya sekarang verifikasinya lebih cepat dulu banyak yang ganda bantuan sekarang lebih terkontrol karena langsung terhubung ke sistem." (Suzita, SE, Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB). 

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan lagi kepada ibuk Suzita, SE, penulis menanyakan:
“Apakah menurut ibu data sekarang lebih mudah dilacak atau dicek ulang?“ beliau menjawab:
"Iya, karena ada jejak data di sistem jadi kalau ada yang salah bisa langsung dicek kembali." (Suzita, SE, Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.07 WIB).

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan PSM lainnya yaitu ibuk Binawati, penulis menanyakan:
“Setelah Ibu menggunakan aplikasi Sitanjakmas dalam proses verifikasi, apakah ada perubahan nyata di lapangan, misalnya dari segi keakuratan data penerima bantuan atau kemudahan verifikasi data? Bisa Ibu ceritakan perubahan apa yang paling terlihat sejak aplikasi ini digunakan?” beliau menjawab:
"Yang paling terasa itu data sekarang jadi lebih rapi dan jelas. Kami juga lebih mudah menyimpan bukti kunjungan warga juga lebih cepat tahu hasilnya karena langsung diproses lewat sistem." (Binawati, Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB). 

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan lagi kepada ibuk Binawati:
“Apakah menurut ibu data sekarang lebih mudah dilacak atau dicek ulang?“ beliau menjawab:
"Iya, karena semuanya sudah tersimpan di sistem kalau mau dicek lagi tinggal buka aplikasinya tidak perlu cari-cari berkas." (Binawati, Sabtu 26 Juli 2025 pukul 12.15 WIB).

Kesimpulannya, penggunaan aplikasi Sitanjakmas memberikan dampak positif berupa percepatan proses verifikasi, pengendalian data penerima bantuan ganda, peningkatan keakuratan dan kerapihan data, serta kemudahan dalam pelacakan dan pengecekan ulang data. Hal ini juga memudahkan PSM dalam dokumentasi bukti kunjungan dan mempercepat proses penyaluran bantuan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat (KPM), Bu Mutiah penulis menayakan:
“Kalau dibandingkan dengan dulu apakah Ibu/Bapak merasa ada perubahan setelah ada aplikasi ini?” beliau menjawab:
"Lebih jelas lebih terbuka siapa yang dapat bantuan" (Bu Mutiah, Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB).

Selanjutnya penulis menanayakan lagi kepada bu mutiah:
“Apakah proses pendataan oleh petugas (PSM) sekarang lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan?” beliau menjawab:
"Lebih gampang dimengerti karena petugasnya juga ramah dan sabar jelasin" (Bu Mutiah, Rabu 23 Juli 2025 pukul 16.45 WIB). 

Kemudian penulis juga menayakan hal yang sam dengan KPM lainnya yaitu bu Dahlia, penulis menanyakan:
“Kalau dibandingkan dengan dulu apakah Ibu/Bapak merasa ada perubahan setelah ada aplikasi ini?” beliau menjawab:
"Proses pendataan menjadi lebih cepat mungkin itu saja kalau sudah tepat mungkin belum ya" (Bu Dahlia, Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB). 

Selanjutnya mengenai kemudahan pemahaman proses pendataan, penulis juga menyakan lagi kepada bu Dahlia:
Apakah proses pendataan oleh petugas (PSM) sekarang lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan?” beliau menjawab:
"Iya lebih mudah tapi hasilnya belum tau sudah benar-benar sesuai atau belum" (Bu Dahlia, Rabu 23 Juli 2025 pukul 17.10 WIB).

Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang diterapkan memberikan dampak positif terutama dalam hal transparansi dan kemudahan proses pendataan bagi keluarga penerima manfaat. Keterbukaan informasi terkait siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan juga sikap ramah serta kesabaran petugas pendata meningkatkan pemahaman dan kenyamanan KPM dalam proses tersebut. Meski demikian, terdapat kekhawatiran dari sebagian KPM mengenai akurasi dan ketepatan data serta hasil pendataan yang belum sepenuhnya dirasakan oleh semua penerima manfaat.
    Dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat penulis simpulkan bahwa, penggunaan aplikasi Sitanjakmas (Sistem Informasi Pendataan Kesejahteraan masyarakat) merupakan upaya digitalisasi pelayanan sosial yang sejalan dengan konsep e-government. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan delapan informan, ditemukan bahwa aplikasi ini telah membawa beberapa perbaikan sistem, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik teknis, structural, maupun kultural. 
Dari sisi pemahaman program, pihak pimpinan seperti Kepala Dinas dan Kepala Bidang menunjukkan pemahaman yang utuh mengenai latar belakang, tujuan, dan fungsi aplikasi Sitanjakmas. Mereka menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk menggantikan metode manual yang selama ini digunakan dengan tujuan memperbaiki akurasi pendataan dan mempercepat verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Pemahaman ini didukung oleh pengalaman mereka dalam memimpin proses perencanaan dan supervisi penggunaan aplikasi. 
Masyarakat penerima manfaat sendiri memiliki pemahaman yang lebih sederhana mereka mengetahui bahwa data yang diambil oleh petugas digunakan untuk menentukan kelayakan bantuan, tetapi tidak memahami secara mendalam bagaimana proses penentuan dilakukan oleh sistem. Di sisi lain, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan operator aplikasi Sitanjakmas menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka telah mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak tiga kali. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi, namun frekuensinya masih terbatas. 
Berdasarkan keterangan informan, pelatihan hanya diadakan satu kali dalam setahun. Hal ini bukan karena kurangnya kebutuhan, melainkan akibat keterbatasan alokasi anggaran. Adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan pada gambar dibawah ini:
Gambar V.1
Pelatihan penggunaan Aplikasi Sitanjakmas Versi 1 Tahun 2022
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Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2025

Pada gambar V.1 diatas, terlihat dokumentasi kegiatan launcing dan pelatihan penggunaan aplikasi sitanjakmas versi 1 (satu), pelatihan ini diikuti oleh berbagai pihak seperti walikota dumai, beberapa kepala dinas/kepala bagian yang terlibat serta pengguna yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi sitanjakmas termasuk operator, supervisor maupun PSM. Pada pelatihan ini peserta diberikan penjelasan terkait fitur-fitur aplikasi sitanjakmas versi 1 sebagai alat pendataan masyarakat kurang mampu di Kota Dumai. Narasumber pada pelatihan ini merupakan tenaga ahli bagian aplikasi yang berasal dari Dinas Komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Kota Dumai. Selama pelatihan, peserta memperoleh panduan utnuk mendata masyarakat kurang mampu di Kota Dumai beserta simulasi langsung agar lebih memahami dan dapat mempraktikan langkah-langkah pendataan secara baik. Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali pada tahun 2023 pelatihan untuk aplikasi sitanjakmas versi 1 dilaksanakan lagi, adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan pada gambar dibawah ini:
Gambar V.2
Pelatihan penggunaan Aplikasi Sitanjakmas Versi 1 Tahun 2023
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Pada gambar V.2 diatas, terlihat dokumentasi pelatihan aplikasi sitanjakmas untuk versi 1 lagi yang dihadiri oleh pengguna aplikasi sitanjakmas beserta walikota, kepala dinas atau kepala bagian, dan Kepala kejaksaan negeri Dumai. Narasumber pelatihan berasal dari Dinas Komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Kota Dumai yang merupakan tenaga ahli bidang aplikasi yang bisa menjelaskan secara rinci terkait alur penggunaan aplikasi sitanjakmas. Selain itu kegiatan pelatihan ini juga diiringi dengan penerangan hokum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, yang memberikan pemahaman terkait aspek hokum dalam pendataan. Materi yang disampaikan mencangkup kewajiban dan tanggung jawab aparatur dalam mengelola data, prinsip transparansi, pencegahan penyalahgunaan kewenangan serta sanksi hokum bagi pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya dilaksanakan pelatihan ketiga yang berfokus pada penggunaan aplikasi sitanjakmas versi 2, dimana aplikasi ini mengalami perubahan fungsi dari pendataan menjadi aplikasi penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. Adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan pada gambar dibawah ini:
Gambar V.3
Pelatihan penggunaan Aplikasi Sitanjakmas Versi 2 Tahun 2024
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	Pada gambar V.3 diatas, menunjukkan dokumentasi pelatihan aplikasi sitanjakmas versi 2 dengan pendampingan dari kejaksaan negeri dumai. Pada versi baru ini sitanjakmas mengalami perubahan fungsi dari aplikasi pendataan mejadi aplikasi penilai kelayakan penerima bantuan sosial. Pelatihan ini juga diikuti oleh seluruh pengguna dan pihak terkait beserta narasumber dari DISKOMINFOTIKSAN Kota Dumai dari bidang aplikasi yang menjelaskan terkait prosedur penginputan data, verifikasi dilapangan dan pemantauan hasil. 
Namun, walaupun sudah dilaksanakan pelatihan tingkat pemahaman di kalangan PSM masih bervariasi dan cenderung minim. Sebagian PSM belum memahami secara jelas penggunaan aplikasi sitanjakmas dari hasil pelatihan yang diadakan. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Penulis menilai bahwa diperlukan strategi pembelajaran yang lebih inklusif, seperti penyediaan materi digital yang mudah diakses, dan pelatihan berkala, sehingga seluruh pengguna baik operator maupun PSM memiliki tingkat pemahaman yang setara. Hal ini sudah dijalan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mereka telah membuat media pembelajaran berupa manual book untuk menambah pengetahuan PSM dan operator. 
Namun buku ini belum sepenuhnya bisa memberikan pemahaman yang baik untuk PSM maupun operator tanpa adanya media pembelajaran seperi video tutorial atau simulasi aplikasi proses pemahaman menjadi kurang optimal. Adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan pada gambar dibawah ini:






Gambar V.4
Manual book penggunaan Aplikasi Sitanjakmas
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Pada gambar V.4 terlihat bahwa sarana pembelajaran yang tersedia bagi PSM hanya berupa manual book. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman PSM terhadap penggunaan aplikasi Sitanjakmas. Padahal, keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan oleh materi tertulis tetapi juga memerlukan dukungan media pembelajaran lain yang lebih interaktif, seperti video tutorial. Penggunaan media visual memiliki peran penting karena dapat membantu pengguna memahami konsep dan alur kerja dengan lebih jelas, sekaligus memudahkan mereka mengingat informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Agustiningsih, 2015) yang menegaskan bahwa media visual mampu meningkatkan proses kognitif, sehingga penerimaan dan pemahaman informasi menjadi lebih efektif. Tanpa adanya pelatihan berkelanjutan yang dilengkapi media pendukung seperti ini, penguasaan keterampilan oleh pengguna di lapangan akan berkembang sangat lambat dan berpotensi menghambat kelancaran proses pendataan.
Aspek ketepatan sasaran menjadi tantangan paling menonjol dalam penggunaan aplikasi Sitanjakmas. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, aplikasi ini memang telah membantu mengurangi jumlah penerima bantuan sosial yang tidak layak. Namun, untuk memastikan bahwa seluruh bantuan tepat sasaran, evaluasi menyeluruh masih diperlukan. Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya warga miskin yang tidak terdata, maupun warga yang secara ekonomi mampu tetapi tetap terdaftar sebagai penerima. 
Meskipun mekanisme pengaduan telah tersedia, pengaduan tersebut tidak berada di dalam aplikasi Sitanjakmas, melainkan melalui aplikasi lain yang disediakan oleh Dinas Sosial. Hal ini membuat proses pelaporan dan tindak lanjut menjadi terpisah dari sistem utama pendataan penerima bantuan sosial. Akibatnya, sinkronisasi data antara laporan pengaduan dan data penerima di Sitanjakmas sering kali tidak berjalan cepat.
Dalam pelaksanannya, data yang digunakan PSM berasal dari musyawarah kelurahan (muskel) dan dapat langsung diinput meskipun terdapat kelengkapan data yang belum terpenuhi, seperti ketiadaan RT atau alamat lengkap. Hal ini menunjukkan adanya toleransi terhadap data yang tidak valid sejak awal. Padahal, Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat sebenarnya telah menyediakan panduan indikator kemiskinan yang dapat menjadi acuan bagi PSM saat melakukan verifikasi.
Aplikasi Sitanjakmas saat ini juga hanya mengandalkan titik koordinat, foto rumah, foto Kartu Keluarga, dan indikator lokal kemiskinan sebagai acuan utama dalam penilaian kelayakan penerima bantuan. Pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar tepat sasaran, terutama ketika dihadapkan pada corak kemiskinan yang beragam di Kota Dumai. Berdasarkan observasi lapangan, penulis mengidentifikasi karakteristik kemiskinan yang ada di Dumai yaitu, ada yang tercermin dari pola pikir pasrah dan ketergantungan pada bantuan pemerintah secara turun-temurun hal ini menantang sistem aplikasi seperti Sitanjakmas, karena verifikasi berbasis data tidak cukup diperlukan pendekatan sosial yang lebih mendalam. 
Di beberapa wilayah pesisir dan di wilayah pusat kota, masyarakat mengalami kemiskinan hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti saat hasil tangkapan laut berkurang atau harga komoditas turun drastis. Pada masa tersebut, mereka tampak miskin dan layak mendapatkan bantuan, padahal pada waktu lain memiliki penghasilan mencukupi. Aplikasi Sitanjakmas harus memiliki kemampuan menangkap dinamika ini agar tidak salah sasaran, ada juga kemiskinan terselubung yang terjadi ketika masyarakat sebenarnya hidup dalam kondisi kekurangan, namun karena tidak terdata secara administratif (tidak memiliki KTP, KK, atau tinggal di rumah kontrakan), mereka tidak tercatat dalam sistem bantuan sosial. Dalam konteks aplikasi Sitanjakmas yang berbasis NIK dan titik koordinat rumah, kelompok ini berisiko tidak terjaring, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan.
Selain perbedaan karakteristik kemiskinan tersebut, sejumlah faktor teknis turut memengaruhi ketepatan sasaran. Meskipun telah tersedia ruang pengaduan bagi masyarakat, kenyataannya masih terdapat aduan yang belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Hal ini berpotensi memperpanjang kesalahan data yang ada di dalam sistem. Bukan hanya itu, data yang masuk dari hasil verifikasi PSM tidak dilakukan pengecekan ulang oleh pihak dinas sebelum dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan. Proses ini menimbulkan risiko validitas data yang rendah, karena kesalahan yang terjadi pada tahap awal verifikasi akan langsung terbawa hingga tahap penetapan penerima. Kondisi ini diperparah oleh adanya menu penilaian ulang pada aplikasi yang meskipun bermanfaat untuk memperbarui data, juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan baik.
Berdasarkan keterangan informan, praktik verifikasi di lapangan juga bervariasi. Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyebutkan bahwa PSM hanya melihat kondisi secara sekilas dan bertanya sebentar, sehingga rawan terjadi penilaian yang kurang mendalam. Sebaliknya ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menilai bahwa pendataan PSM sudah dilakukan dengan benar karena banyak aspek kehidupan yang ditanyakan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa kualitas verifikasi lapangan sangat bergantung pada individu PSM dan belum terstandar secara seragam.
Ketidaktepatan sasaran ini juga bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menekankan pentingnya data terverifikasi dan tervalidasi, serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mewajibkan data berbasis nama, NIK, dan alamat yang akurat hal ini juga penting mengingat salah satu data yang diverifkasi merupakan data kemiskinan ekstrem. Sayangnya, aplikasi Sitanjakmas belum dilengkapi dengan fitur deteksi NIK ganda maupun deteksi data lengkap, sehingga masih ada celah terjadinya kesalahan. Jadi meskipun aplikasi Sitanjakmas telah membawa kemajuan dalam sistem pendataan penerima bantuan sosial di Kota Dumai, aspek ketepatan sasaran masih menjadi kelemahan utama. Keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh integritas verifikasi lapangan, keakuratan data awal, dan efektivitas mekanisme pengaduan.
Dalam hal ketepatan waktu, penggunaan aplikasi Sitanjakmas membuat proses input dan pengelolaan data menjadi lebih cepat, terutama di wilayah yang memiliki koneksi internet lancar dan operator yang aktif. Prosesnya juga lebih praktis karena tidak perlu lagi mengumpulkan berkas fisik. Banyak masyarakat merasa bantuan jadi lebih cepat, meski ada juga yang belum merasakan perbedaan. Namun, di beberapa kelurahan seperti Sungai Geniot dan Batu Teritip, masalah jaringan, kurangnya perangkat, dan keterbatasan SDM membuat penggunaan aplikasi belum maksimal hal ini sesuai dengan pendapat (Scott et al., 2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan e-government sangat bergantung pada infrastruktur dan sumber daya pelaksana.
Proses verifikasi biasanya berjalan sesuai jadwal, tetapi kadang tertunda karena jaringan bermasalah, hasil musyawarah kelurahan (muskel) yang lama, atau penerima bantuan yang pindah, tidak ditemukan, maupun sudah meninggal. Aplikasi sebenarnya memiliki fitur pengingat, namun hanya bisa diakses oleh PSM. Fitur ini juga belum muncul otomatis dan harus dibuka dulu di aplikasi. Jika ada penerima bantuan yang belum sempat diverifikasi karena waktu singkat, PSM tetap turun langsung ke lapangan.
Selain itu, belum pernah ada evaluasi rutin untuk menilai kinerja psm yang berpengaruh pada ketepatan waktu penggunaan aplikasi ini, hanya dilakukan satu tahun sekali secara keseluruhan sementara menurut (Setyaningrum et al., 2022) dalam buku Evaluasi Kinerja, evaluasi yang baik biasanya dilaksanakan satu kali dalam rentang enam bulan. Tujuannya adalah agar standar kinerja dapat lebih mudah dipahami serta dapat diukur secara tepat. Menu cetak data juga belum tersedia di akun supervisor sehingga pembuatan dokumen masih harus meminta ke pihak lain. Adapun kondisi tersebut dapat penulis sajikan pada gambar berikut ini:
Gambar V.5
Tidak tersedia menu cetak data
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Pada gambar V.5 diatas, belum tersedianya menu cetak data yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam mencetak data sebab harus menunggu hasil cetak data dari Diskominfo. Ketergantungan ini memperlambat pengambilan keputusan dan melemahkan otonomi dinas dalam mengelola data. Padahal menurut (Rogers, 2003) tentang inovasi teknologi, sebuah aplikasi dikatakan berhasil apabila dapat mendukung kemandirian pengguna dan mudah diintegrasikan dalam alur kerja. Jadi, walaupun Sitanjakmas sudah mempercepat pekerjaan, ketepatan waktunya masih belum merata di semua wilayah dan masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki.
Pada indikator tercapainya tujuan, belum sepenuhnya mencapai tujuan awalnya. Walaupun begitu aplikasi ini sudah sangat membantu dalam mempercepat proses pendataan dan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. Proses yang dulunya memakan waktu lama sekarang bisa dilakukan lebih cepat dan lebih teratur. Salah satu keberhasilan yang terlihat jelas adalah adanya pembaruan data kemiskinan yang lebih rapi dan teratur dibanding cara lama. Data yang lebih mutakhir ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk penyaluran bantuan saat ini, tapi juga untuk menyusun program bantuan sosial ke depannya agar lebih tepat sasaran. 
Meski begitu, ketepatan hasil datanya belum bisa dipastikan masih ada masyarakat yang mengajukan komplain terkait status kelayakan dan keakuratan data. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi masih memiliki kelemahan dalam memastikan data benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Dari segi fitur, aplikasi ini sebenarnya sudah cukup membantu tetapi masih perlu ditingkatkan. Beberapa fitur penting seperti menu pengaduan langsung, verifikasi data secara real-time, dan fasilitas mencetak laporan sendiri belum tersedia. Keterbatasan ini membuat tujuan aplikasi belum bisa tercapai secara maksimal. Secara keseluruhan, Sitanjakmas sudah mencapai tujuannya, terutama dalam mempercepat proses dan memperbarui data kemiskinan. Namun, untuk benar-benar mencapai tujuannya, aplikasi ini perlu dilengkapi fitur yang lebih lengkap dan sistem pengecekan data yang lebih akurat. 
Selanjutnya, aplikasi Sitanjakmas juga telah membawa perubahan nyata dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan. Aplikasi ini mampu mengurangi jumlah penerima bantuan yang tidak layak, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Penggunaan aplikasi Sitanjakmas juga membuat proses pendataan berlangsung lebih cepat dibandingkan metode manual. Petugas lapangan dapat melakukan input dan pengolahan data secara langsung melalui sistem, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan daftar penerima bantuan menjadi jauh lebih singkat. 
Selain lebih cepat, data yang dihasilkan juga menjadi lebih akurat. Potensi terjadinya kesalahan pengetikan, atau ketidaksesuaian informasi dapat diminimalkan karena seluruh proses diatur dalam satu sistem terintegrasi. Akurasi ini berdampak langsung pada kualitas data, yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat. Proses verifikasi juga mengalami peningkatan efisiensi. 
Manajemen data pun menjadi lebih tertata rapi. Seluruh informasi tersimpan secara digital sehingga mudah dilacak kembali saat diperlukan untuk verifikasi ulang, pelaporan, atau evaluasi program. Sistem penyimpanan ini mengurangi risiko kehilangan data dan memastikan bahwa informasi yang digunakan selalu mutakhir. Dari sisi transparansi, penggunaan Sitanjakmas membuat proses pendataan menjadi lebih terbuka. Masyarakat dapat mengetahui dengan jelas siapa saja yang menerima bantuan, sehingga mengurangi potensi kecurigaan dan mendorong pengawasan bersama. Keterbukaan ini memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial.
Dengan menggabungkan temuan lapangan dan landasan teori, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sitanjakmas belum sepenuhnya efektif. Aplikasi ini telah membantu mempercepat proses, memperbaiki tata kelola data, dan menciptakan awal perubahan sistem yang lebih baik. Namun, aplikasi ini masih memerlukan penguatan signifikan pada aspek ketepatan sasaran, pelatihan berkelanjutan bagi pelaksana, evaluasi rutin, pembaruan fitur, serta penyempurnaan sistem umpan balik. Efektivitas yang dimaksud dalam teori (Mahmudi, 2015) ialah untuk mengukur kesuksesan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan namun penggunaan aplikasi sitanjakmas dalam menilai kelayakan penerima bantuan sosial belum sepenuhnya tercapai karena aplikasi belum mampu menjamin seluruh indikator berjalan optimal secara bersamaan.
Oleh karena itu, Perlu adanya komitmen lintas sektor untuk memperkuat dukungan, kapasitas, dan nilai manfaat aplikasi ini agar tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan keadilan sosial bagi masyarakat miskin Kota Dumai.

C. Dampak penggunaan aplikasi sitanjakmas dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

1. Dampak bagi pengguna atau pelaksana aplikasi sitanjakmas   
Penerapan aplikasi Sitanjakmas memberikan perubahan bagi pelaksana, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) operator dan supervisor. Dengan adanya sistem digital ini proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih efisien dan terstruktur. Para pelaksana tidak perlu lagi membawa berkas-berkas fisik atau mencatat data secara tulis tangan, yang sering kali menimbulkan kesalahan input dan memperlambat waktu pendataan. Proses input data calon penerima bantuan kini dilakukan langsung melalui aplikasi, yang mempercepat tahapan verifikasi hingga pelaporan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini menjadikan pekerjaan pelaksana terasa lebih ringan dan hasilnya lebih akurat.
Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi sudah membantu, seperti pengambilan foto kondisi rumah dan titik koordinat lokasi tempat tinggal penerima manfaat. Kedua fitur ini meningkatkan validitas dan akuntabilitas data yang dikirimkan. Bila suatu saat diperlukan pemeriksaan ulang atau pelacakan, data tersebut bisa langsung dijadikan acuan. Tidak hanya itu, aplikasi juga memberikan notifikasi waktu kepada operator dan PSM sebagai pengingat tenggat verifikasi yang harus diselesaikan. Dengan fitur ini, pelaksanaan tugas menjadi lebih terjadwal dan terpantau dengan baik, yang pada akhirnya menciptakan kedisiplinan kerja.
Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kendala yang dihadapi oleh para pelaksana dalam memaksimalkan fungsi aplikasi ini. Salah satu tantangan utama adalah pelatihan yang disediakan masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kedalaman materi. Ini menyebabkan terjadinya potensi kesalahan dalam penginputan data dan keterlambatan dalam verifikasi. Tantangan ini menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem secara menyeluruh.
2. Dampak terhadap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Penerapan aplikasi Sitanjakmas membawa dampak bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam proses penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. Sistem ini memungkinkan Dinas memperoleh data yang lebih real time, valid, dan tersentralisasi dalam satu sistem digital. Dinas dapat memantau perkembangan verifikasi serta melihat persebaran masyarakat yang dinilai layak atau tidak layak menerima bantuan. Ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran dan efisien.
Selain itu, dashboard aplikasi mempermudah supervisor dalam melakukan pemantauan data. Mereka bisa langsung melihat grafik jumlah data yang layak, tidak layak, dan masih dalam proses, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Mekanisme ini mempercepat alur kerja dan mengurangi beban administratif yang selama ini dikerjakan secara manual. 
Namun demikian, dampak yang kurang menguntungkan juga dirasakan, terutama dalam hal pengelolaan teknis data. Ketiadaan fitur cetak data pada akun supervisor menjadi salah satu kendala utama. Tanpa fitur ini, pihak Dinas harus meminta bantuan kepada Diskominfo sebagai pengembang aplikasi untuk mencetak atau mengekstrak data. Ketergantungan ini dapat memperlambat proses kerja dan menimbulkan risiko keterlambatan dalam pelaporan. Hal ini tentu menjadi catatan penting, mengingat Dinas sangat membutuhkan fleksibilitas dalam mengakses dan memanfaatkan data secara mandiri.
Di sisi lain, Dinas Sosial belum sepenuhnya memiliki kendali atas sistem, karena pengelolaan utama aplikasi berada di bawah kendali Diskominfo. Dalam beberapa kasus, apabila terdapat kesalahan sistem atau kebutuhan perubahan fitur, pihak Dinas harus menunggu penanganan dari pihak pembuat aplikasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa aplikasi Sitanjakmas masih perlu penguatan dalam hal kemandirian pengelolaan di tingkat instansi pengguna. Perlu adanya pelimpahan sebagian hak akses teknis kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar aplikasi ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan internal yang berubah dari waktu ke waktu.
3. Dampak terhadap keluarga penerima manfaat (KPM)
Penerapan aplikasi sitanjakmas sudah memberi dampak bagi keluarga penerima manfaat (KPM), aplikasi Sitanjakmas membawa harapan baru dalam hal keadilan dan keterbukaan informasi. Masyarakat merasa bahwa proses seleksi calon penerima bantuan kini lebih jelas dan dapat dimengerti. Dengan adanya petugas yang menggunakan aplikasi langsung di lapangan, masyarakat dapat mengetahui bahwa penilaian dilakukan berdasarkan indikator objektif, seperti kondisi rumah, jumlah tanggungan keluarga, penghasilan, dan lokasi tempat tinggal. Ini menumbuhkan rasa kepercayaan karena mereka merasa dinilai secara adil dan profesional, bukan berdasarkan kedekatan atau hubungan personal.
Aplikasi ini juga secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga kejujuran dalam memberikan data. Karena petugas menggunakan foto dan titik koordinat, maka manipulasi data menjadi lebih sulit. Beberapa masyarakat yang sebelumnya merasa ragu, kini mulai terbuka dan bersedia memberikan informasi yang sebenarnya. Ini menunjukkan adanya perubahan sikap ke arah yang lebih positif dari sisi partisipasi masyarakat dalam proses pengajuan bantuan sosial. Masyarakat mulai memahami bahwa keakuratan data berpengaruh langsung terhadap kemungkinan mereka memperoleh bantuan atau tidak.
Namun, tidak semua dampak bersifat positif. Sebagian masyarakat, khususnya yang tidak memahami proses digitalisasi, mengaku bingung dengan alur dan kriteria yang digunakan dalam aplikasi. Ketika mereka dinyatakan tidak layak, mereka sering tidak menerima penjelasan secara jelas. Ketidaktahuan ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam hal penyaluran bantuan sosial.





D. Skema yang efektif untuk penilaian kelayakan penerima bantuan sosial melalui aplikasi sitanjakmas
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   (Agustiningsih, 2015)  menilai media visual membantu pemahaman informasi. UU No. 13/2011 dan Inpres No. 4/2022 menuntut data akurat berbasis nama, NIK, dan alamat. (Scott et al., 2016) menekankan pentingnya infrastruktur dan SDM,  (Setyaningrum et al., 2022) merekomendasikan evaluasi tiap enam bulan, dan (Rogers, 2003) menegaskan inovasi teknologi harus mendukung kemandirian serta terintegrasi dalam kerja
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Sumber: Hasil temuan lapangan
Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan informan yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang (supervisor aplikasi), operator, PSM, dan masyarakat penerima manfaat, ditambah observasi langsung penulis, pendapat ahli serta penelitian terdahulu ditemukan bahwa penggunaan aplikasi Sitanjakmas masih memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah rugulasi yang belum jelas, keterbatasan fitur, dan sistem yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, penulis merancang skema penilaian kelayakan yang lebih efektif dengan mengusulkan beberapa fitur yang dapat menunjang keefektifan aplikasi sitanjakmas dalam menilai kelayakan penerima bantuan sosial, tujuannya agar pelayanan bisa lebih transparan, akurat, dan efisien. Adapun rincian fitur, manfaat dan alasan penambahan penulis sajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel V.5
Rincian fitur, manfaat dan alasan penambahan

	No.
	Fitur
	Manfaat
	Alasan penambahan

	1.
	E-learning dan video interaktif
	Mempermudah pelatihan dan sosialisasi untuk pengguna aplikasi serta mengefesiensi anggaran
	Pelatihan saat ini masih bergantung pada pertemuan langsung, kurang efesien dan tidak terdokumentasi 

	2.
	One data integrasi
	Menghubungkan aplikasi dengan basis lintas instansi agar data penerima bantuan lebih akurat dan tidak tumpang tindih
	Data belum terintegrasi sehingga proses verfikasi memakan waktu dan rawan kesalahan

	3.
	Mode offline+sync
	Memungkinkan input data di daerah tanpa jaringan internet, lalu otomatis sinkron saat jaringan tersedia
	Pendataan sering terkendala internet lapangan yang menghambat ketepatan waktu

	4.
	Pengingat otomatis
	Memberikan notifikasi jadwal pembaruan atau verifikasi data kepada operator/PSM
	Jadwal pembaruan data kadang terlewat karena tidak ada sistem pengingat otomatis

	5.
	Cetak data dan laporan instan
	Mempermudah pencetakan laporan dan data hasil verifikasi langsung dari aplikasi
	Supervisor tidak memiliki fitur cetak sehingga harus meminta data ke Diskominfotiksan

	6.
	Feedback loop
	Menyediakan kanal umpan balik untuk melaporkan masalah atau memberikan masukan secara langsung
	Mekanisme evaluasi dan masukan pengguna belum terstruktur sehingga perbaikan berjalan lambat

	7.
	Cek bantuan saya
	Memungkinkan masyarakat memeriksa status penerimaan bantuan secara mandiri
	Masyarakat saat ini harus bertanya langsung ke kelurahan atau dinas, memakan waktu dan tenaga


Sumber: Hasil temuan lapangan

Berdasarkan tabel V.5 diatas, pengembangan menu dan fitur pada aplikasi sitanjakmas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efesiensi, akurasi dan kemandirian proses pendataan serta verfikasi penerima bantuan sosial. Untuk itu penulis juga membuatkan skema yang efektif untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Alur skema penilaian kelayakan penerima bantuan sosial melalui aplikasi Sitanjakmas yang efektif diawali dengan tahap pemahaman program. Pada tahap ini, aplikasi dilengkapi dengan menu e-learning yang memuat materi pelatihan daring dan video interaktif untuk membantu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan operator memahami prosedur pendataan, verifikasi, dan pemanfaatan aplikasi secara mandiri tanpa harus selalu mengikuti pelatihan tatap muka.
Selanjutnya, untuk menjamin ketepatan sasaran, operator melakukan penginputan data calon penerima bantuan berdasarkan hasil pendataan lapangan. Proses ini didukung oleh fitur one data integrasi yang menghubungkan aplikasi Sitanjakmas dengan basis data lintas instansi sehingga meminimalkan duplikasi data dan kesalahan identifikasi penerima. Setelah data masuk ke sistem, PSM melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian, PSM dapat langsung melakukan sanggahan (correction) melalui aplikasi. Operator kemudian memantau hasil verifikasi tersebut secara real-time.
Untuk menjaga ketepatan waktu, aplikasi dilengkapi mode offline + sync sehingga pendataan dan verifikasi tetap dapat dilakukan di wilayah yang tidak memiliki jaringan internet stabil. Selain itu, sistem menyediakan pengingat otomatis (auto reminder) agar jadwal verifikasi dan pembaruan data tidak terlewat. Setelah proses selesai, aplikasi dapat langsung mencetak data dan laporan instan, memudahkan pelaporan kepada pimpinan atau pihak terkait tanpa harus menunggu pengolahan manual. Guna memastikan tercapainya tujuan, aplikasi dilengkapi dengan menu feedback loop yang menjadi kanal resmi bagi petugas maupun masyarakat untuk menyampaikan masukan, kendala, atau saran perbaikan, sehingga pengembang aplikasi dapat segera melakukan pembaruan yang relevan.
Terakhir, untuk menghadirkan perubahan nyata, aplikasi menambahkan fitur Cek Bantuan Saya yang memungkinkan masyarakat memeriksa status bantuan sosialnya secara mandiri. Dengan fitur ini, transparansi layanan meningkat, beban kerja petugas berkurang, dan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial dapat terjaga. Dengan alur skema seperti ini, proses penilaian kelayakan penerima bantuan menjadi lebih terstruktur, cepat, akurat, dan transparan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak luar dalam pengolahan data.
149


BAB VI
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Penggunaan aplikasi Sitanjakmas dalam penilaian kelayakan penerima bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan inovasi berbasis teknologi yang telah membawa sejumlah kemajuan signifikan. Aplikasi ini mempermudah dan mempercepat proses pendataan serta verifikasi calon penerima bantuan melalui fitur-fitur seperti input data digital, foto kondisi rumah, titik koordinat, dan notifikasi pengingat tenggat waktu. Hal ini meningkatkan keakuratan data, efisiensi kerja para pelaksana, serta transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, yang pada akhirnya mendukung prinsip good governance.
Meski demikian, efektivitas aplikasi ini belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala. Pemahaman para pelaksana, khususnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), masih beragam dan kurang memadai akibat keterbatasan frekuensi pelatihan yang hanya setahun sekali dan minimnya media pembelajaran interaktif seperti video tutorial. Faktor ini menyebabkan ketidaksiapan PSM dalam mengoperasikan aplikasi secara maksimal dan berpotensi memengaruhi validitas hasil verifikasi.
Secara teknis, aplikasi belum dilengkapi fitur krusial seperti deteksi data ganda atau manipulasi secara otomatis, serta menu cetak data yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses administrasi oleh supervisor. Proses input data yang sangat bergantung pada pengiriman hasil musyawarah kelurahan tanpa pengecekan awal juga menimbulkan risiko masuknya data tidak valid atau tidak lengkap ke sistem. Selain itu, sinkronisasi pengaduan masyarakat dengan data utama masih belum terintegrasi, sehingga proses koreksi dan tindak lanjut keluhan kurang optimal.
Ketepatan sasaran bantuan masih menjadi tantangan utama. Meski aplikasi mampu menekan jumlah penerima tidak layak ada warga berpenghasilan memadai yang tetap tercatat sebagai penerima, sementara kelompok rentan tertentu berisiko tidak terjaring akibat kriteria penilaian yang berbasis data administratif dan kurang mampu menangkap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Praktik verifikasi di lapangan pun belum sepenuhnya seragam dan menyeluruh, dengan beberapa petugas masih melakukan pendataan secara cepat dan kurang mendalam.
Kendala jaringan internet di beberapa wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia memperlambat proses input dan verifikasi data. Evaluasi kinerja pengguna aplikasi selama ini hanya dilakukan satu kali dalam setahun, belum mencapai frekuensi evaluasi yang ideal untuk perbaikan berkelanjutan. Masyarakat penerima manfaat pun menunjukkan perbedaan persepsi terhadap kecepatan proses, ketepatan sasaran, serta transparansi, yang menuntut peningkatan komunikasi dan edukasi dari pihak pengelola.
Secara keseluruhan, Sitanjakmas sudah menunjukkan kemajuan dalam mempercepat dan memperbaiki tata kelola bantuan sosial, namun aplikasinya masih belum sepenuhnya efektif dalam mencapai semua indikator keberhasilan seperti ketepatan sasaran dan pemahaman pelaksana yang merata.


B. Saran

1. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk dilakukan peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan bagi para pelaksana, khususnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan operator aplikasi dan juga menambah metode pelatihan dengan media pembelajaran interaktif seperti video tutorial dan simulasi agar pemahaman dan keterampilan teknis dapat meningkat secara optimal.
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk melakukan pengembangan dan penyempurnaan fitur pada aplikasi Sitanjakmas, terutama dalam hal penambahan mekanisme deteksi data ganda, validasi kelengkapan data secara otomatis, serta pengingat tugas yang tampil secara menyeluruh di seluruh akun pengguna, penyediaan fitur cetak laporan mandiri bagi supervisor, mode offline dengan fitur sinkronisasi otomatis (auto sync) untuk menjamin kelancaran pendataan di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet dan fitur layanan pengaduan dan mekanisme umpan balik yang terintegrasi langsung dalam aplikasi Sitanjakmas berkolaborasi dengan tenaga ahli Dinas Komunikasi, informatika, statistic dan persandian Kota Dumai.
3. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk integrasi data pendukung dengan basis data nasional seperti DTKS, Dukcapil, BPJS, data kemiskinan BPS, dan data pajak daerah, agar data calon penerima bantuan yang diinput menjadi lebih valid, mengurangi duplikasi, serta memudahkan proses verifikasi di lapangan.
4. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk melakukan evaluasi pelaksanaan aplikasi dan kinerja pelaksana hendaknya dilakukan secara rutin, minimal setiap enam bulan sekali, untuk mengukur efektivitas, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan perbaikan berkesinambungan demi pencapaian tujuan program yang lebih baik.
5. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait proses pengajuan bantuan sosial dan mekanisme penilaian kelayakan berbasis aplikasi agar tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan semakin meningkat.
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